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ABSTRAK

Nama : Ahmad Syauqi
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Evaluasi Pelaksanaan Good Governance di Inspektorat Jenderal

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelaksanaan praktik-praktik good governance di sektor pemerintahan, khususnya
di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
(DESDM) sudah menjadi tuntutan. Evaluasi yang dilakukan didalam karya akhir
ini dititikberatkan kepada aspek Perencanaan Strategis (Renstra) dan Manajemen
Keuvangan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pemilihan sampel
didasarkan pada teknik nonmprobability sampling dengan pertimbangan-
pertimbangan tertentu terhadap responden pada kamtor Inspektorat Jenderal
DESDM vyang terdiri dari para auditor dan staf sekretariat, sehingga diperoleh
gambaran persepsi tentang kondisi pelaksanaan good governance. Disamping itu,
penulis juga melakukan observasi langsung di lapangan dengan memanfaatkan
data yang ada dibandingkan dengan kondisi yang terjadi.

Hasil evaluasi kescluruhan menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance
aspek Perencanaan Strategis dan Manajemen Keuangan dalam kategori Cukup
dengan skor yang diperoleh sebesar 4.34 dari skala 7 untuk aspck Perencanaan
Strategis dan 4.50 dari skala 7 untuk aspek Manajemen Keuangan.

Kata kunci :
Good governance, evaluasi, deskriptif kualitatif, hasil
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ABSTRACT

Name : Ahmad Syaugqi
Study Program : Magister Akuntansi
Title : Evaluation of Good Governance Implementation at The General

Inspectorate Ministry of Energy and Mineral Resources

Implementation of good governance practices in the government sector, especially
at the General Inspectorate Ministry of Energy and Mineral Resources has become
consequencies. Evaluation in this thesis is viewed by Strategic Plan and Financial
Management aspects.

This research use descriptive qualitative method with election sample based on
nonprobability technique and selected respondent considerations. Besides, author
use also direct observation that can help to compare between data and the real
condition.

Result evalvate entirety indicate that implementation of governance good with
Strategic Plan and Financial Management aspects is enough category with
obtained score equal to 4.34 from scale 7 for the Strategic Plan aspect and 4.50
from scale 7 for the Financial Management aspect.

Key words :
Good governance, evaluation,descriptive qualitative, resull
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan tengah
dialami oleh Indonesia. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba
mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi disegala bidang. Salah satu
upaya pemulihan kondisi ekonomi, politik dan sosial adalah dengan
mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mewujudkan
suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah
good governance. Upaya ini didukung oleh banyak pihak baik pemerintah
sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR scbagai lembaga legislatif, pers dan

juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Soelendro (2000}, unsur-unsur pokok upaya perwujudan good
governance ini adalah Transparency, Accountability, Responsibility, dan
Fairness. Parameter lain selain unsur-unsur pokok good governance diatas
menurut Pusat Pengembangan Akuntansi — Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia (PPA-FEUI) ialah Independence sehingga parameter-parameter
pokok good governance adalah Transparency, Accountability, Responsibility,
Independence dan Fairness (TARIF). Sedangkan menurut Yunus (2000)
berpendapat bahwa unsur-unsur good governance adalah tuntutan
keterbukaan (rransparency), peningkatan ecfisiensi di  segala bidang
(efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility), dan kewajaran

(fairness).

Dalam karya akhir ini model governance yang lebih ditekankan adalah
upaya praktik-praktik good governance sebagai suatu proses di Inspektorat
Jenderal DESDM sebagai studi kasus. Pemilihan /ocus dimaksudkan agar
mendapatkan akses data yang mudah dikarenakan unit ini merupakan tempat

penulis bekerja. Karya akhir ini dipengaruhi oleh penelitian evaluasi

1
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efektivitas pelaksanaan good governance Bank Indonesia yang dilakukan
oleh Pusat Pengembangan Akuntansi — Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia (PPA-FEUI) pada tahun 2006.

Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
(DESDM) sebagai unit yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan DESDM sesuai dengan Peraturan
Menteri ESDM No. 0030 Tahun 2005 pun tidak luput dari upayanya untuk
melaksanakan praktik-praktik good governance.

Proses governance sebagai salah satu model governance mencakup
aktivitas yang berhubungan dengan Perencanaan Strategis (Renstra), Proses
Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Manajemen Keuangan, serta Audit
dan Manajemen Resiko (PPA-FEUI, 2006). Proses governance ini
diharapkan dapat mendukung terciptanya mekanisme check and balances di
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal DESDM guna
menjamin efektivitas pencapaian tujuan sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Menteri ESDM No. 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Rencana Strategis
Inspektorat Jenderal DESDM.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang
menjadi masalah pokok yang akan dianalisis adalah bagaimana implementasi
good governance lerkait dengan Perencanaan Strategis (Renstra) dan
Manajemen Keuangan di Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral?
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1.3 Tujuan Peneclitian
a. Umum

Dapat mengevaluasi pelaksanaan good governance Inspektorat
Jenderal dengan pendekatan sistem. Evaluasi dilakukan berdasarkan
kerangka proses governance terhadap fungsi-fungsi strategis yang
erat kaitannya dengan pelaksanaan good governance, yaitu fungsi

Perencanaan Strategis (Renstra) dan Manajemen Keuangan.
b. Spesifik

Dapat memberi masukan bagi manajemen dalam rangka penguatan
kelembagaan dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan guna

penyusunan Perencanaan Strategis Inspektorat Jenderal kedepan.

1.4 Manfaat Penclitian

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi praktis oleh manajemen
Inspektorat Jenderal DESDM dalam hal pelaksanaan Perencanaan Strategis
(Renstra) 2005 — 2009 dan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan yang selama ini
dilakukan Inspektorat Jenderal agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan
Renstra 20010 — 2014 dan Renja Tahunan sesuai amanat pemerintahan baru

pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Selain hal tersebut diatas, penelitian ini dapat memberikan gambaran
kondisi pelaksanaan good governance aspek Perencanaan Strategis dan
Manajemen Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang harus

dilakukan kedepan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang terjadi.
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1.5 Latar Belakang Inspektorat Jenderal DESDM

Perencanaan Strategis 2005 — 2009 Inspektorat Jenderal Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki visi, misi, tujuan stategis, sasaran
strategis, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang dijabarkan di bawah
ini.

a. Visi

Inspektorat Jenderal mempunyai visi berdasarkan dokumen Rencana

Strategis ialah :

“Terciptanya lembaga pengawasan yang berdaya tangkal tinggi,
efeltif dan efisien serta mampu mendeteksi secara dini atas
penyimpangan yang terjadi dalam rangka meningkatkan kualitas dan
kirerja setiap unsur di lingkungan Departemen Energi dan Sumber

Daya Mineral”
b. Mist
Inspektorat Jenderal memiliki misi :

1. Melaksanakan pengawasan secara independen dan lugas dalam
rangka mendorong terciptanya kepemerintahan yang baik, bersih,
transparan dan akuntabel serta bebas dari KKN;

2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi yang
akurat dan aktual;

3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan Yyang

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
c. Tujuan Strategis

Dalam upaya mencapat visi dan misi, tujuan strategis yang akan
ditempuh adalah memberikan arah dalam penyelenggaraan
fungsional Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional,
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tesponsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan.
. Sasaran Strategis

Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tercapainya efisiensi,
efeklivitas, dan keckonomian serta terciptanya hasil (outcome),
manfaat (benefir), dampak (impact) yang positif dalam setiap
pelaksanaan tugas, kegiatan dan pengelolaan sumber daya;
Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi
pengawasan yang berdayaguna dan berhasilguna didukung oleh
tersedianya sarana dan prasarana yang memadat, serta terciptanya
aparatur pemerintah yang bersih, akuntabel, profesional, jujur, kreatif
dan bebas KKN.

. Kebyakan

Memprioritaskan program pemeriksaan pada kegiatan berskala
nasional dan strategis, rawan kebocoran dan penyimpangan atau
KKN, pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal lain yang menjadi
perhatian umum, serta mengembangkan pedoman pengawasan
sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
kebijakan yang berlaku; Pemberdayaan sumber daya manusia yang
bersih, meningkatkan penyertaan aparatur pengawasan pada kegiatan
diklat dan litbang serta pengembangan sarana dan prasarana

pengawasan.

. Program dan Kepgiatan

Perencanaan Strategis 2005 — 2009 Inspektorat Jenderal tertera pada
Lampiran 1. Program-program ini disesuaikan dengan dokumen
anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat
Jenderal kurun waktu 2005 —2009.
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g. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 0030 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan bahwa
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas,

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;

2. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan

untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
3. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.
h. Kepemimpinan

Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang merupakan Pejabat
setingkat Eselon I.a. Hierarki Inspektorat Jenderal Departemen

Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal, sebagai unit penunjang;

2. Inspektorat I, sebagai unit operasional;

[P

. Inspektorat II, sebagai unit operasional;

N

. Inspektorat I1I, sebagai unit operasional;

L]

. Inspektorat I'V, sebagai unit operasional.
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1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1.

Bab 2.

Bab 3.

Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan penelitian,
tujuan penulisan, manfaat penelitian, metodologi penelitian,
latar belakang Inspektorat Jenderal DESDM, dan sistematika

penulisan.
Landasan Teorti

Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaifan dengan

penelitian.
Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metodologi yang akan digunakan
dalam penelitian. Metodologi mencakup pengambilan sampel

dan pengujian deskriptif yang akan dilakukan.

Bab 4. Analisis dan Hasil Penelitian

Bab 5.

Bab ini membahas proses analisis atas permasalahan penelitian
dan menguraikan hasil penelitian berdasarkan landasan teori

yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.
Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan simpulan dari hasil penelitian,
keterbatasan penelitian serta saran untuk memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang ada.
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BAB2
LANDASAN TEORI

2.1 Governance

Istilah governance menurut Piere dan Peters (2000:23) dijelaskan bahwa:

“Lexicographically, ‘governance’ derives from the Latin ‘cybern’ which

means 'steering’, the same root as in ‘cybernetics’, the science of control”.
»

Secara bahasa, governance berasal dan bahasa Latin yang berarti
mengarahkan. Sedangkan pengertian governance menurut Tjokroamidjojo
(2000) disebutkan bahwa : “Governance artinya adalah Memerintah —

Menguasai — Mengurus”.

Sementara itu World Bank dalam LAN-RI/BPKP (2000:5) memberikan

definisi governance adalah :

“the way state of power is used in managing economic and social

resources for development of society”.

Hal ini berarti bagaimana caranya suaty negara dalam mengelola sumber-

sumber ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.

Pada bagian lain menurut Piere dan Peters (2000) timbulnya governance

didorong oleh adanya :

a. The financial crisis of the state (terjadinya krisis keuangan negara);

b. The ideological shift towards the market (pergeseran ideologi menuju
pasar),

c. Globalization (adanya globalisasi);

d. Failure of the state (tejadinya kegagalan negara),

e. Emergence of the New Public Management (munculnya manajemen publik

baru),
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f. Social change and increasing complexities (semakin kompleksnya
permasalahan sosial);

g. New sources of governance {(adanya sumber baru dari governance);

h. Legacy of traditional political accountability (adanya peninggalan

pertanggungjawaban politik tradisional).
Sementara it UNDP (1997:3) memberikan pengertian sebagai :

“the exercise of political, economic, and administrative authority to

manage a nations affair at all levels™,

Dengan demikian pemerintahan {governance) mengandung pengertian
penggunaan kewenangan administrasi, ekonomi dan politik untuk mengelola

kegiatan/urusan pada seluruh tingkatan.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa governance mempunyai
tiga kaki (three legs) yaitu economic, political dan adminisirative. Economic
governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan (decision making
processes) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi didalam negeri dan interaksi
diantara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi
terhadap equity, poverty dan quality of life. Political governance adalah
proses-proses pembuatan kepuiusan untuk formulasi kebijakan. Administrative
governance mempunyai tiga domain, yaitu stafe (negara atau pemerintahan),
private sector (dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi

dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Hal im sejalan dengan pendapat Worthington (2000:6), governance

digambarkan sebagai :

“use of political authority and the exercise of control over society and

economic developmen(”.

Hal ini berarti governance merupakan penggunaan kekuasaan politik dan

pengendalian masyarakat dan pembangunan ekonomi.
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Pada bagian lain dengan mengutip pendapat Serageldin and Landell-
Mills, Worthington (2000:6) lebih lanjut menjelaskan governance meliputi hal
berikut :

...... The nature of functioning of a state’s institutional and structural
arrangements, decision making processes, policy formulation, implementation
capacity, information flows, effectiveness of leadership, and the nature of

relationship between rulers and the ruled”

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan diatas mengandung
pengertian bahwa governance meliputi pengaturan fungsi dan struktural
lembaga negara, proses pembuatan keputusan, merumuskan kebijakan,
implementasi kapasitas, arus informasi, termasuk hubungan antara pembuat

peraturan dengan peraturan itu sendiri.

2.2 Konsepsi Good Governance

Gelombang kesadaran untuk menciptakan good governance
(pemerintahan yang baik) melanda seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara
maju, juga melanda negara-negara berkembang lainnya. Demikian pula
Indonesia dalam menuju pemerintahan yang baik, tefah mengambil langkah
dengan telah dikelnarkan Kefetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pandangan ini bertitik tolak dari wsulan IMF, World Bank, dan PBEB
yang mempromosikan good governance sebagaimana diungkapkan oleh
Leftwich (1994), Peters (1998) dalam Piere dan Peters (2000:50)

dikemukakan:
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“IMF, World Bank and the United Nations has initiated a large-scale

campaign promoting ‘good governance’ as the new reform objective in the

Third World”.

Pada bagian lain Worthington (2000} menyatakan bahwa institusi dan
keseluruhan proses pertanggungjawaban dan transparansi adalah inti dari good

governance.

Sedangkan pengertian good governance menurut pandangan LAN-
RI/BPKP (2000:6) mengemukakan bahwa artt good dalam good governance
mengandung dua pengertian : pertama, nilai-nilal yang menjunjung tinggi
keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan
kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian,
pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek
fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan

tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian ini, good governance berorientasi pada, yaitu:
pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan
nasional; kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif
dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi
pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan
elemen-elemen konstituennya seperti : legitimacy (apakah pemerintah dipilih
dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), accountability, securing of human
rights, autonomy and devolution of power, dan assurance of civilian control.
Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan
mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanismc politik

serta administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.

Perkembangan baru terhadap pemerintahan ini juga melanda dunia
dengan bergesermya pengertian Administrasi Publik kepada pengertian
Manajemen Publik Bamay (The New Public Management/NFPM) Hughes
(1994:1) mengatakan bahwa :

11
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“The traditional public administration has been discredited theorically
and practically, and the adoption of new public management means the

emergence of a new paradigm in the public sector”.

Dengan demikian NPM adalah paradigma baru di sektor publik. Senada
dengan pandangan diatas Piere dan Peters (2000} djjelaskan bahwa
governance adalah revolusi manajerial dalam menghasilkan pelayanan publik

yang disebut ‘“Manajemen Publik Baru’.

Menurut Tjokroamidjojo (2000) ada lima unsur utama good governance
yaitn  Akuntabilitas  (accountability), Transparansi (transparency),
Keterbukaan (openness), Aturan Hukum (rule of law) dan Jaminan a fairness
level playing field (perlakuan adil).

Senada dengan pendapat-pendapat di atas, secara lebih spesifik,
karakteristik umum good governance yaitu Tranmsparency, Accountability,
Responsibility, Independence dan Fairness (TARIF) didefinisikan sebagai
berikut (PPA-FEUIL, 2006):

a. Transparency

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan
mengenai organisasi, baik unfuk internal, maupun eksternal organisasi
yang secara singkat didefinisikan sebagai “Keterbukaan dalam niengambil

keputusan”.
b. Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi
sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif. Akuntabilitas
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki
seseorang atau unit dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan
organisasi. Akuntabilitas imi meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas

dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta
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pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, yang

secara singkat didefinisikan sebagai “dapat dimintai pertanggungjawaban”.
c. Responsibility

Kesesuatan di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang
sehat, yang secara singkat didefinisikan sebagai “Tanggung jawab dalam

menjalankan wewenang”.
d. Independence

Suvatn keadaan dimana organisasi dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengarub/tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip organisasi yang sehat, yang secara singkat didefinisikan

sebagai “Mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait secara adil”.
e. Fairness

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak siakeholder yang
timbu! berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang secara singkat didefinisikan sebagai “obyekfivitas dalam

pengambilan keputusan”.

2.3 Konsepsi Perencanaan Strafegis (Renstra) dan Manajemen

Keuangan Sebagai Suatu Fungsi

Governance fungsi mempunyai dua subsistem penting yang besar
peranannya dalam pengembangan organisasi, yaitu subsistem Perencanaan
Strategis, dengan mana organisasi diarahkan untuk mencapai visi dan misinya;
dan Manajemen Keuangan, terutama sistem anggaran yang mengatur alokasi
sumber daya (resources allocation) yang digunakan untuk mencapai visi dan
misi organisasi tersebut. Hubungan antara perencanaan strategis dan

manajemen keuvangan digunakan sebagai “Conceptual Framework” dalam
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melakukan evaluasi sistem governance, seperti yang tergambar dalam gambar

2.1 berikut ini :

Gambar 2.1.
Concepiual Framework Sistem Governance
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Sumber : PPA-FEUI, 2006

a. Fungsi Perencanaan Strategis

Dalam evaluasi ini, fungsi Perencanaan Strategis diasumsikan terdiri
atas 5 (lima) aktivitas utama yang berkesinambungan dan

membentuk siklus, seperti terlihat dalam gambar 2.2 berikut.
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Gambar 2.2
Fungsi sebagai Rangkaian Aktivitas Utama dalam
Fungsi Perencanaan Strategis
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Sumber : PPA-FEUI, 2006

b. Fungsi Manajemen Keuangan

Dalam evaluasi ini, fungsi Manzjemen Keuvangan diasumsikan
terdiri atas 4 (empat) aktivitas utama yang berkesinambungan dan

membentuk siklus, seperti terlthat dalam gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3.
Fungsi sebagai Rangkaian Aktivitas Utama dalam
Fungsi Manajemen Keuangan
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Sumber : PPA-FEUI, 2006
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Proses manajemen keuangan dan akuntansi yang terjadi pada
pemerintahan/sektor publik relatif sama dengan organisai swasta,
perbedaannya terletak pada teknis pelaksanaan. Indikator kinerja
yang menjadi pertanggungjawaban manajemen pada organisasi
pemerintah adalah tujuan dari pemberian dan penggunaan dana yang

diberikan tersebut.

Karena adanya keterbatasan sumber daya, maka tidak mungkin
untuk menyatakan hanya tujuan akhimya tanpa membuat rencana
untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Keputusan harus dibuat terkait
dengan keputusan atas perencanaan dan keputusan atas
pengendalian. Agar perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan
dengan baik, maka perlu adanya informasi yang mendukung
perencanaan dan pengendalian tersebut. Proses akuntansi
manajemen bertujuan untuk mendapatkan informasi tersebut.
Menurut The Chartered Institute of Management Accountant (1996)
dalam Nordiawan (2006), akuntanst manajemen mencakup aktivitas
inti berikut ini:

1. Partisipasi dalam proses perencanaan pada tingkatan strategis
dan operasional. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan,
penentuan rencana sampai dengan penyusunan anggaran yang
dinyatakan secara kuantitatif;

2. Pembuatan dari panduan untuk keputusan manajemen. Hal ini
mencakup pembuatan, analisis, penyajian dan interpretasi dari
informasi relevan yang memadai;

3. Memberikan kontribusi kepada pengawasan dan pengendalian
kinerja melalui pembuatan laporan atas kinerja organisasi (atau
segmen tertentu dalam organisasi) yang mencakup
perbandingan antara kinerja aktvual dengan kinerja yang

direncanakan/dianggarkan.

16

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



Sejalan dengan hal tersebut, tahap-tahap penting dari fungsi governance
untuk aspek perencanaan strategis dan manajemen keuangan dapat
digambarkan sebagai suatu hubungan siklus dapat sebagai berikut
(Nordiawan, 2006) :

Gambar 2.4.
Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajemen

Perencanaan
Strategis
Perencanaan
Operasional
poran, Proses

Penganggaran

analisis dan E _:>
umpan baltk

Pengendalian dan
Pengukuran

Sumber : Nordiawan, 2006

Dari gambar tersebut, kita dapat memahami bahwa titik awal dari proses
manajemen adalah penetapan perencanaan strategis yang berisi tujuan dan
sasaran organisasi secara fundamental dalam perspektif jangka panjang.
Proses penyusunan perencanaan sirategis ini sangat bergantung pada

lingkungan dan karakteristik masing-masing organisasi.
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BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan
suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran

atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif.

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (1999) adalah penelitian yang
dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau
menghubungkan dengan vanabel lain. Suatu penelitian yang berusaha menjawab

suatu pertanyaan.

Bentuk penelitian ini berupa suatu kajian kasus (studi kasus) yang meneliti
suatu masalah yaitu dalam evaluasi pelaksanaan good governance di Inspektorat
Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
didalam aspek Perencanaan Strategis dan Manajemen Keuangan. Instansi ini
secara mendalam akan dianalisis yang berhubungan dengan keadaan yang

mempengaruhinya.

3.2 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (1998) adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Sedangkan Singarimbun dan Effendi (1995) mengemukakan dengan meneliti
sebagian populasi, diharapkan hasil yang diperoleh dapat menggambarkan sifat
populasi yang bersangkutan.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dalam rencana penelittan, yang

dijadikan populasi berkenaan denpgan permasalahan yang dikemukakan adalah
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pejabat eselon, para auditor, staf sekretariat Kantor Inspektorat Jenderal

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan didalam penelitian ini adalah
Nonprobability Sampling. Menurut Sugiyono (2009), Nonprobability Sampling
adalah tekmk pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Pengambilan sampel untuk memperoleh data dilakukan dengan pertimbangan

tertentu (purposive sample). Pertimbangan ini meliputi beberapa aspek, yaitu :

a. Karena orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang dimaksud

dalam penelitian;

b. Tingkat pendidikan yang diharapkan dapat memahami aspek-aspek yang

dimaksud dalam penelitian;

c. Karena orang tersebut di dalam pekerjaannya selalu mengevaluasi
kondisi Manajemen Perencanaan Strategis (Renstra) dan Manajamen
Keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral.

3.4 Tecknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian, untuk memperoleh data, baik
data primer maupun data sekunder dengan menggunakan instrumen penelitian

yaitu :
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Mempelajari buku-buku yang ditulis para pakar dan mengutip beberapa

pendapat dari buku-buku tersebut, terutama yang berkenaan teori good
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governance, akuntansi sektor publik, dokumen Renstra ataupun LAKIP
Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan bidang

yang akan diteliti.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian akan dilakukan dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral dengan cara penyebaran kuesioner
semi terstruktur kepada responden yang ditetapkan yang disusun secara
tertutup untuk mengetahui persepsi pihak-pihak terkait. Artinya
kuesioner sudah diberi alternatif jawaban sehingga responden hanya
memilih salah satu alternatif jawaban yang paling mendekati kebenaran
dengan masalah yang ditanyakan. Responden sebagai sumber informasi
dalam penelitian dipilih dan ditetapkan berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti dan kompetensi bidang profesional yang dimiliki serta

berkaitan langsung dengan bidang yang akan diteliti.

Didalam kuesioner yang disebarkan, terdapat juga pandangan atau opini
vang dapat dikemukakan oleh responden terhadap suatu masalah,
sehingga diharapkan opini ini dapat dapat memperkuat jawaban

responden dan evaluasi yang dilakukan.

3.5 Persepsi

Hasil penelitian lapangan melalut penyebaran instrumen kuesioner
menunjukkan persepsi yang ada terhadap keadaan yang terjadi. Persepsi dapat
dirumuskan sebagai snatu proses penerimaan, pemilihan, pengorganisasian, serta
pemberian arti terhadap keadaan dan rangsang yang diterima (Pareek, 1984,
Milton, 1981). Namun demikian pada proses tersebut tidak hanya sampai pada
pemberian arti saja, tetapi akan mempengaruhi pada perilaku yang akan dipilihnya

sesuai dengan keadaan yang diterima dari lingkungannya.
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Dalam kenyataannya, terhadap obyek yang sama, individu dimungkinkan

unfuk memiliki persepst yang berbeda. Oleh karena itu, Milton (1981)

mengemukakan adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam persepsi. Faktor

tersebut meliputi objek yang dipersepsi, situasi, individu yang mempersepsi

(perceiver), persepsi diri, dan pengamatan terhadap orang lain.

Selanjutnya, Pareek (1984:13) mengemukakan ada empat faktor utama yang

menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi.

a. Perhalian

Terjadinya persepsi pertama kali diawali oleh adanya perhatian. Tidak
semua stimulus yang ada di sekitar kita dapat kita tangkap semuanya
secara bersamaan. Perhatian kita hanya tertuju pada satu atau dua objek

yang menarik bagi kita.
Kebutuhan

Setiap orang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu

kebutuhan menetap maupun kebutuhan yang sesaat.
Kesediaan

Adalah harapan seseorang terhadap suatu stimulus yang muncul, agar
memberikan reaksi terhadap stimulus yang diterima lebih efisien

sehingga akan lebih baik apabila orang tersebui telah siap terlebih dulu.
Sistem nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam diri seseorang atau masyarakal akan

berpengaruh terhadap persepsi seseorang.

3.6 Unit Evaluasi

a.

Unit Evaluasi Perencanaan Strategis

Unit organisasi yang menjadi unit dan obyek evaluasi didalam penelitian

int meliputi seluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen
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Energi dan Sumber Daya Mineral, karena di dalam penyusunan

Perencanaan Strategis melibatkan seluruh wakil dari masing-masing unit
eselon II, Il dan IV.

Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui persepsi pihak-pihak

terkait atas kondisi good governance pada aspek perencanaan strategis,

dalam konteks dimensi parameter good governance, relatif dibandingkan

dengan kondisi optimal.

Fungsi perencanaan strategis terdiri dari 5 (lima) aktivitas utama (PPA-
FEUI, 2006} :

1.

Persiapan (initiation) yaitu proses penciptaan pra kondisi yang

dibutuhkan untuk dapat terlaksananya sistem governance yang baik.

Isu-isu dalam persiapan mencakup :

Penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan
Renstra;

Pengawasan proses penyusunan Renstra;

Penjabaran target organisasi kedalam target spesifik untuk setiap
unit;

Penyusunan pedoman renstra;

Pengalokasian sumber daya untuk menjalankan tugas dalam

proses penyusunan Renstra.

Perumusan (formulation) yaitu proses pembentukan rencana strategis.

Isu-isu daiam perumusan (formulation) mencakup :

Penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan
strategi;

Penentuan pihak-pihak yang mengawasi perumusan Renstra;
Penentuan pihak-pihak yang diberi tugas untuk menetapkan

strategi;
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Penyusunan arah strategis/sirategy map (Sasaran Strategis/SS,
Indikator Kinerja Utama/IKU, Target IKU);

Penyusunan dan proyeksi kevangan dan acuan anggaran;
Penyusunan rencana kerja (kegiatan) dan anggaran;

Persetujuan dan komunikasi arah strategis dan acuan anggaran;
Penyusunan rencana kerja (kegiatan} dan anggaran;

Persetujuan rencana kerja (kegiatan) dan anggaran;

Pengkajian dan finalisasi rencana kerja, anggaran dan IKU
dengan Inspektur Jenderal,

Konsolidasi, persetujuan dan komunikasi program kerja serta

angparan.

Implementasi (implementation) yaitu proses pelaksanaan rencana

strategis.

Isu-isu dalam implementasi (implementation) mencakup :

Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan
strategi,

Penunjukkan pihak-pihak yang bertugas mengendalikan
implementasi strategi;

Penunjukkan  pihak-pihak  yang  bertugas  melaporkan
implementasi strategi;

Tindak lanjut jika dalam tahap implementasi terjadi hal-hal yang
tidak diantisipasi sebelumnya;

Pelaporan untuk hal-hal yang tidak diantisipasi namun terjadi

dalam tahap implementasi.

Pengendalian (control) yaitu proses pemantauan serta pengarahan

agar pelaksanaan rencana strategis sesuai dengan yang telah

ditetapkan.

Isu-isu dalam pengendalian {confrol) mencakup :

Aspek-aspek yang harus dikendalikan dalam Renstra;
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Standar yang digunakan sebagai dasar penilaian implementasi
strategi;

Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk
mengendalikan implementasi Renstra;

Pengendalian pelaksanaan Renstra;

Pengukuran kinerja atas implementasi rencana kerja dan

anggaran,

Evaluasi (evaluation) yaitu proses pengkajian serta analisa atas

penyimpangan-penyimpangan antara rencana dan kebijakan yang

telah ditetapkan.

Isu-isu dalam evaluasi (evaluation) mencakup :

Evaluasi pelaksanaan Renstra;

Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab  untuk
mengevaluasi implementasi Renstra;

Sistem reward dan punishmenf yang spesifik berkaitan dengan
pencapaian target;

Hasil reviu dan evaluasi implementasi Renstra, digunakan sebagai
masukan untuk periode perencanaan berikutnya,

Evaluasi kinerja atas rmplementasi rencana kerja dan aﬁggaran;

Identifikasi kesenjangan (gap) kinerja antara realisasi dan target.

b. Unit Evaluasi Manajemen Keuangan

Unit organisasi yang menjadi unit dan obyek evaluasi didalam penelitian

ini dipilih dengan pertimbangan prioritas sebagai berikut :

1.

Obyek evaluasi tersebut melakukan tugas dan fungsinya sehari-hari

dalam hal perencanaan, pelaksanaan anggaran serta pencatatan dan

pelaporan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen

Energi dan Sumber Daya Mineral,
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2. Para auditor yang pemah melakukan pemeriksaan terhadap

pengelolaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen

Energi dan Sumber Daya Mineral;

Pegawai-pegawai Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral yang pernah melakukan tugas dalam hal

pengelolaan anggaran.

Didalam melakukan evaluasi ini, aktivitas utama dalam fungsi

Manajemen Keuvangan terdiri dari 4 (empat), yaitu :

1.

Aktivitas Prakiraan (Forecasting) yaitu proses penentuan asumsi-
asumsi serta prakiraan-prakiraan yang dibutuhkan dalam menyusun
anggaran Sserta rencana-réncana keuangan lainnya, terutama yang

bersifat strategis.

Aktivitas Penganggaran (Budgeting) adalah proses penyusunan
anggaran serta rencana-rencana keuangan lainnya sesuai dengan
sasaran-sasaran  strategis yang ditentukan didalam dokumen
perencanaan strategis (renstra) ataupun dokumen rencana kerja

(renja) Inspektorat Jenderal.

Aktivitas Pencatatan (Accounting) merupakan proses dan
pengumpulan data serta dokumentasi data keuangan yang dihasilkan

oleh transaksi-transaksi intern ataupun ekstern.

Aktivitas Pelaporan (Reporting) adalah proses penyusunan serta
analisis laporan keuangan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas
realisasl rencana keuangan yang disusun berdasarkan sasaran-sasaran
strategis yang ditentukan didalam perencanaan strategis (renstra)

ataupun rencana kerja (renja) Inspektorat Jenderal.
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3.7 Pengolahan Data Hasil Kuesioner

Data hasil kuesioner diolah dengan mengpunakan statistik rata-rata dan

distribusi frekuenst. Secara lebih spesifik, data diolah dengan maksud untuk

memperoleh hasil-hasil dibawah ini.

a.

Skor Umum Fungsi Perencanaan Strategis dan Manajemen Keuangan

Menghitung rata-rata skor sebagai indikasi kondisi good governance
secara umum, baik dalam fungsi Perencanaan Strategis maupun
Manajemen Kevangan. Selanjutnya rata-rata skor tersebut digunakan
sebagai dasar evaluasi, dengan interpretasi untuk masing-masing

kelompok skor seperti yang tertulis pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skor Umum Fungsi

Sangat Bﬁik
5.00-5.99 Baik
4.00 - 4.99 Cukup
3.00-3.99 Kurang
0.00 -2.99 Lainnya

Sumber : PPA-FEUI, 2006

Selanjutnya nilai skor rata-rata fungsi Perencanaan Stralegis dan

Manajemen Keuvangan dijadikan dasar untuk menentukan Indeks Relatif.
Rata-Rata Skor Per Unit Evaluasi

Menghitung rata-rata skor per Unit Evaluasi, yaitu aktivitas-aktivitas
utama yang termasuk dalam fungsi Perencanaan Strategis dan

Manajemen Keuvangan.
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C.

Indeks Good Governance Berdasarkan Tolok Ukur Absolut (Indeks
Absolut)

Menghitung indeks good governance suatu unit evaluasi, yaitu
perbandingan antara skor rata-rata Unit Evaluasi dengan kondisi good

governance optimal dengan skor maksimal 7.

Indeks Good Governance Berdasarkan Tolok Ukur Relatif (Indeks
Relatif)

Menghitung kondisi good governance suatu unit evaluasi reiatif terhadap
skor good governance rata-rata fungsi terkait (Perencanaan Strategis dan

Manajemen Keuangan).

27

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



BAB 4

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Responden

Pengisian dan pengolahan kuesioner evaluasi penerapan good governance
Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan
dari tanggal 19 Oktober — 28 Oktober 2009. Sampai dengan tanggal 28 Oktober
2009, kuesioner yang telah terisi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kuesioner aspek
Perencanaan Strategis dari 48 (empat puluh delapan) kuesioner yang dibagikan
dan 16 (enam belas) kuesioner aspek Manajemen Keuangan dari 20 (dua puluh)
kuesioner yang dibagikan, sehingga secara keseluruhan pencapaian target
responden sebesar 77% untuk aspek Perencanaan Strategis dan 80% untuk aspek
Manajemen Keuangan. Secara umum responden dipilih  berdasarkan

pertimbangan:

a. Karena orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang dimaksud dalam
penelitian;

b. Tingkat pendidikan yang diharapkan dapat memahami aspek-aspek yang
dimaksud dalam penelitian;

¢. Mewakili dari setiap umt yang ada di Inspekiorat Jenderal Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral;

d. Karena orang tersebut didalam pekerjaannya pemah mengevaluasi kondisi
Manajemen Perencanaan Strategis (Renstra) dan Manajamen Keuangan di

lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Secara jabatan, responden yang mengembalikan kuesioner terbagi menjadi :

Auditor Ahli Madya, dengan masa kerja audit diatas 15 tabun;

o =

Auditor Ahli Muda, dengan masa kerja audit 5 — 15 tahun;
Auditor Ahli Pertama, dengan masa kerja audit dibawah 5 tahun;

S

Kepala Bagian (pejabat setingkat eselon 111/a);
¢. Kepala Sub bagian (pejabat setingkat eselon IV/a);
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f. Staf Sekretariat Inspektorat Jenderal DESDM yang memiliki kompetensi

sesuai dengan tujuan penelitian.

Profil responden yang mengisi kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Respenden Kuesioner Geod Governance fungsi Perencanaan Strategis

1 | Inspektoratl 8 3
2 | Inspektorat II 8 6
3 | Inspektorat ITI g 8
4 | Inspektorat IV 8 3
5 | Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Bagian Rencana dan Laporan 4 2
- Bagian Umum dan Keuangon 4 2
- Bagian Pemantauan dan Evaluasi 4 {
- Bagian Hukum dan Kepegawaian 4 4
Total 48 37
Tahel 4.2
Responden Kuesioner Good Gevernance fungsi Manajemen Keuangan
o 535 ' & ndansges
: ] 2
e )
: embali
1 | Inspektorat 1 3 2
2 | Inspektorat Tl 3 |
3 | Inspekiorat IIT 3 2
4 [ Inspektorat IV 3 3
5 | Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Bagian Rencana dan Laporan 2 2
- Bagian Unnim dan Kenangan 2 2
- Bagian Pemantanan dan Evaluasi 2 2
- Bagian Hukwwm dan Kepegawaian 2 2
Total 20 16

Responden yang melakukan pengisian terhadap kuesioner aspek
Perencanaan Strategis lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek Manajemen
Keuangan, hal ini disebabkan aspek Perencanaan Strategis dilakukan oleh semua
unit yang ada di Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral. Keterlibatan seluruh unit dibentuk dalam swatu Tim yang ditugaskan
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untuk menyusun Perencanaan Strategis (Renstra}) maupun Perencanaan Kinerja

(Renja) Inspektorat Jenderal.

Responden yang dipilih untuk dilakukan survai terhadap aspek Manajemen
Keuangan lebih terbatas, ini dikarenakan unit yang secara langsung melakukan
kegiatan tersebut terbatas pada Bagian Rencana dan Laporan serta Bagian Umum
dan Keuangan. Selain itu, kuesioner juga dibagikan pada pegawai-pegawai
Inspektorat Jenderal yang pemah menangani kepiatan terkait Manajemen
Keuangan ataupun para auditor yang pemah melakukan pemeriksaan kevangan

pada Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

4.2 Hasil Evaluasi
4.2.1 Hasil Evaluasi Fungsi Perencanaan Strategis

Hasil evaluasi fungsi Perencanaan Strategis pada 1nspektorat Jenderal
DESDM menunjukkan skor 4.34 dari skala 7, seperti terlihat dalam
gambar 4.1. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan parameter
good governance yaitu TARIF, fungsi Perencanaan Strategis tergolong
CUKUP atau mencapai indeks absolut 62.00%. Hasil evaluasi dilihat dari
berbagar tingkat unit evaluasi disajikan dalam tabel 4.3 di bawah ini.

Gambar 4.1
Posisi Fungsi Perencanaan Strategis pada Range 0 -7

Fungsi Renstra = 4.34

0 1 2 3 4 5 6 7

]

TARIT
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Tabel 4.3
Hasil Evaluasi Geod Governance Systemt Perencanaan Strategis
Inspektorat Jenderal DESDM

Fungsi Percncanaan Strategis . 62.00% 100.00%
Parameter Good Governance — TARIF
1 | Transparency 4.32 Cukup 61.71% 99.54%
2 | Accountability 4.33 Cukup 61.86% 99.71%
3 | Responsibility 4.32 Cukup 61.71% 99.54%
4 | Independence 4.40 Cukup 62.86% 101.38%
5 | Fairness 4.30 Cukup 61.43% 99.08%
Aktivitas Utama
1 | Persiapan 4.20 Cukup 60.00% 96.77%
2 | Perumusan 4.47 Cukup 63.86% 103.00%
3 | Pelaksanaan 4.39 Cukup 62.71% 101.15%
4 | Pengendalian 4.40 Cukup 62.86% 101.38%
5 | Evaluasi 422 Cukup 60.2%% 97.24%
Ket :
1. @ :Jjumlah responden x jumlah aktivitas ulama x jumlah pertanyaan =37x5x3| = 5735
2. Indeks Absolut : Skor rata-rata/Skor Maksimum 7
3. Indeks Relatif : Skor rata-rata unit evaluasi/Skor rata-rata fungsi Renstra

Ditinjau dari aspek TARIF, evaluasi fungsi Perencanaan Strategis
memiliki kondisi rata-rata CUKUP, dengan skor TARIF berkisar antara
4.30 sampai dengan 4.40, atau dengan indeks absolut berkisar antara
61.43% sampai 62.86%.

Evaluasi ferhadap aktivitas utama Perencanaan Strategis menunjukkan
bahwa Perencanaan Strategis memiliki kondisi good governance yang
relatif CUKUP, dengan skor antara 4.20 sampai dengan 4.47, atau dengan
indeks absolut berkisar antara 60.00% sampai 63.86%. Beberapa akiivitas
utama menunjukkan indeks relatif dibawah 100% yaitu aktivitas Persiapan
dan Evaluasi. Hal ini menandakan masih adanya aktifitas-aktifitas utama
yang kondisinya berada di bawah rata-rata kondisi good governance secara
keseluruhan. Dengan demikian, kondisi aktivitas-aktivitas utama good
governance masih harus lebih ditingkatkan mengingat kondisi absolut

aktivitas tersebut memiliki grade CUKUP.

31

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



Hasil evaluast per aktivitas utama fungsi Perencanaan Strategis adalah

sebagai berikut :

1.

Hasil Evaluasi Aktivitas Persiapan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan kuesioner diperoleh
skor rata-rata untuk Aktivitas Persiapan sebesar 4.20 atau memiliki
kondisi CUKUP dan dengan indeks absolut 60% serta indeks relatif
96,77%, seperti yang terlihat pada gambar 4.2 dibawah ini :

Gambar 4.2
Posisi Aktivitas Persiapan pada Range 0—7

Aktivitas Persiapan = 4.20

Skor pada aktivitas inl merupakan skor yang terendah jika
dibandingkan dengan seluruh aktivitas utama Perencanaan Strategis
yang lain, schingga aktivitas ini perlu menjadi perhatian penting dalam

proses penyusunan Perencanaan Strategis.

Jika ditinjau dari aspek TARIF, evaluasi terhadap Aktivitas Persiapan
memiliki skor yang berkisar antara 4.09 — 432, seperti yang
ditunjukkan pada tabel 4.4.

Hal ini berarti kondisi TARIF Aktivitas Persiapan relatif condong ke
kanan atau pada range 4 — 5. Responden beranggapan kondisi TARIF
pada aktivitas ini CUKUP, dengan skor terendah terdapat pada

parameter fairness dan skor tertinggi pada parameter fransparency.
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Tabel 4.4
Hasil Evaluasi Geod Governance
Fungsi Perencanaan Strategis : Aktivitas Persiapan

5 i G T e T

GG R L e eksgatr<Inde s

%) € L tivata e x S0 elatife
W ; ed - An T S B B 2 : e

(1) 2 £)) @ ) =@77 | (6)=(2)/(4)
Transparency 4.32 Cukup 4.32 61.78% 100.00%
Accounability 4.14 Cukup 4.33 59.15% 05.58%
Responsibility 4.15 Cukup 432 59.23% 96.05%
Independence 4.28 Cukup 4.40 61.14% 97.22%
Fairness 4.09 Cukup 4.30 58.43% 95.23%

Ket:

1. n=jumlah responden x jumlah peftanyaan = 37 x 25 = 925
2. Skor rata-rata aktivitas persiapan 4.20 : Culkup

Parameter fairness memiliki indeks absolut dan indeks relatif yang
paling rendah, hal ini disebabkan antara lain responden menganggap
proses persiapan penyusunan renstra lebih dominan bersifat fop-down,

sehingga belum memenuhi hak-hak stakeholder.

Terhadap hal-hal diatas, berikut merupakan aspek-aspek positif dan
aspek-aspek yang perlu peningkatan yang diperoleh dari pernyataan
pendapat dalam kuesioner serta melalui observasi langsung di

lapangan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Aspek-Aspek Penting dalam Good Governance Parameter
Fungsi Perencanaan Strategis : Aktivitas Persiapan

Transparency :
“Keterbukaan dalam unit perlu ditingkatkan,
pengambilan keputusan” sehingga keputusan yang
diambil dapat dipahami dan
Skor =4.32 dijalankan dengan baik sesuai
IA=61.78% dengan ukvran keberhasilan
IR = 100.00%
Accountability: Afturan tentang Aspek pengawasan dan
“Dapat dimintai penyusunan Renstra pengalokasian sumber daya
pertangpgungjawaban” Kementerian/Lembaga | manusia, dana, dan data yang
telah ada, schingga akurat perlu ditingkatkan
Skor =4.14 didalam prosesnya dalam proses persiapan
IA =59.15% dapat penyusunan Renstra
IR=95.58% dipertanggungjawabkan
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Responsibility :
“Tanggungjawab dalam
menjalankan wewenang”

NA

Dalam penyusunan renstra
harus dapat diukur capaian
keberhasilan yang akan
dihasitkan {(measurable)

Skor =4.15 Aspek kepatuehan terhadap

1A =5923% tugas dan fungsi masing-

IR = 96.05% masing pihak perlu mendapat
perhatian
Sosialisasi hasil penyusunan
renstra pun diperlukan selama
proses persiapan

Independence : Pembentukan tim sudah | Aspek pemenuhan

“Mempertimbangkan pihak- | ada kepentingan/usui stakeholder

pihak terkait secara adil” masih perlu mendapat
perhatian

Skor =4.28 Perstapan penyusunan

1A =61.14% Renstra seharusnya merujuk

IR =97.22% pada unsur realitas waktu,
hingga ttjuan awalnya
tercapai dan lebih terfokus
pada issu-issu yang relevan

Fairness - Infrastruktur dan Renstra belum terintegrasi

“Objektivitas dalam peraturan sudah denpan rencana kerja,

mengambil keputusan” memadai sehingga sukar untuk mencari
“benang merah™nya

Skor =4.09 Bahan renstra lebih banyak

1A =58.43% bersifat bortom-up.

IR =95.23%

Sumber : Responden masing-masing Unit — Kuesioner Renstra

NA 1 Not Available

2. Hasil Evaluasi Aktivitas Perumusan

Hasil evaluasi terhadap Aktivitas Perumusan diperoleh skor sebesar
4.47 atay memiliki kondisi CUKUP dan dengan indeks absolut 63.86%
serta indeks relatif 103%, seperti yang terlihat pada gambar 4.3 berikut

ini:

Gambar 4.3

Posisi Aktivitas Perumusan pada Range 0 -7

4 5

TARIF

Alktivitas Perumusan = 4.47
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Skor yang dimiliki pada aktivitas ini merupakan yang tertinggi jika
dibandingkan dengan seluruh aktivitas utama dalam Perencanaan

Strategis.

Jika ditinjau dari aspek TARIF, evaluasi terhadap Aktivitas Perumusan
memiliki skor yang berkisar antara 4.39 — 4.55, seperti yang
ditunjukkan pada tabel 4.6.

Hal ini berarti kondisi TARIF pada Aktivitas Perumusan relatif
condong ke kanan. Responden beranggapan kondisi TARIF pada
aktivitas in1 CUKUP, dengan skor terendah terdapat pada parameter
tranparency dan skor tertinggi pada parameter fairness.

Tabel 4.6

Hasil Evaluasi Good Governance
Fungsi Perencanaan Stratcgis : Aktivitas Perumusan

2GG [ Hl ey _
S ey SRS LA
(1) =@ | (&)=}

Transparency 4.39 Cukup 4.32 62.71% 101.70%
Accountability 4.44 Cukup 4.33 63.43% 102.49%
Respansibility 4.46 Cukup 4.32 63.71% 103.32%
Independence 4.50 Cukup 4.40 64.29% 102.22%
Fairness 4.55 Cukup 4.30 65.00% 105.94%
Ket :

. -~ n=jumlah responden x jurlah pertanyaan =37 x 50 = 1850
2. Skor rata-rata aktivitas perumusan 4.47 : Cukup

Selurub paramater good governance pada aktivitas utama ini memiliki
indeks relatif diatas 100% yang berarti memiliki skor diatas skor rata-

rata parameter good governance Perencanaan Strategis.

Kondisi pada aktivitas ini terlihat berkebalikan pada kondisi Aktivitas
Persiapan. Hal ini dikarenakan didalam aktivitas perumusan, tim telah
memulal melakukan tugas dan fungsinya yang difasilitasi oleh Bagian

Rencana dan Laporan.
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Terhadap hal-hal di atas, berikut merupakan aspek-aspek positif dan

aspek-aspek yang perlu peningkatan yang diperoleh dari pemyataan

pendapat dalam kuesioner serta melalui observasi langsung di

lapangan sebagai berikut :

RN Y
o g

Transparency :

Tabel 4.7
Aspek-Aspek Penting dalam Good Governance Parameter
Fungsi Perencanaan Strategis : Akiivitas Perumusan

IR =102.49%

“Keterbukaan dalam penentuan sasaran program
pengambilan keputusan® kerja, harus merupakan sinergi
antara kebutuhan organisasi

Skor =4.39 dan keputusan Pimpinan.

1A=6271%

IR =101.70%

Accountability: Secara organisasi telah | Keterkaitan antara renstra dan

“Dapat dimintai terbentuk Tim dan renja kurang pas, sehingga

pertanggungjawaban” Unit yang ditugaskan kebutuhan anggaran dan
untuk melakukan kegiatan hanya bersifat rutin

Skor =4.44 perumusan, saja.

1A =63.43% Pihak yang terlibat dapat di

SK kan selama Renstra
berjaian (5 tahun).

Responsibility :
“Tanggungjawab dalam

Secara organisasi telah
terbentuk Tim dan

Proses perumusan hendaknya
disiapkan secara menyeluruh,

pihak terkait secara adil”

Sker = 4.50
T1A=0429%
IR = 102.22%

masing-rnasing unit,

menjalankan wewenang” Unit yang ditugaskan | dengan indikator capaian yang
untuk melakukan memenuhi kriteria SMART.

Skor =4.46 perumusan.

1A =63.71%

IR =103.32%

Independence : Tim sebagian besar Perlu ditingkatkan aspek

“Mempertimbangkan pihak- | telah terisi oleh pertanggungjawaban dan

kepentingan/usulan dari
berbagai pihak dalam proses
perumusan penyusunan
Renstra sehingga terhindar
dari konflik kepentingan dan
top down,

Masukan dari berbagai pibak,
walanpun bukan termasuk
dalam tim, sebaiknya tletap
dipertimbangan dengan
terlebih dahutu dibahas
didalam Tim,

Evaluasi pelaksanaan
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Fairness :
“Objektivitas dalam
mengambil keputusan”

Skor =4.55
1A =65.00%
TR = 105.94%

Terdapal aturan
mengenai anggaran
yang disusun harus
berdasarkan
kebutuhan.

Belum terlihat /inkage yang
jelas antara penyusunan [KU
dengan anggaran. Anggaran
berbasis kinerja harus terus
mendapat perhatian.

Sumber  : Responden masing-masing Unit — Kuesioner Renstra

NA : Not Available

3. Hasil Evaluasi Aktivitas Pelaksanaan

Hasil evaluasi terhadap Aktivitas Pelaksanaan diperoleh skor sebesar
4.39 atau memiliki kondisi CUKUP dan dengan indeks absolut 62.71%
serfa indeks relatif 101.15%, seperti terlihat pada gambar 4.4.

Gambar 4.4

Posisi Aktivitas Pelaksanaan pada Range 0 -7

e —e — — 4"’F
3 4 5

0 1 2

Jika ditinjau dari aspek TARIF,

Aktivitas Pelaksanaan = 4.39

TARIF

-——»
6 7

evaluasi terhadap Aktivitas

Pelaksanaan memiliki skor yang berkisar anfara 4.25 — 4.54, seperti

ditunjukkan tabel 4.8.

Hal ini berarti kondisi TARIF pada Aktivitas Pelaksanan relatif
condong ke kanan. Responden beranggapan kondisi TARIF pada

aktivitas ini CUKUP, dengan skor terendah terdapat pada parameter

Jfairness dan skor tertinggi pada parameter independence.
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Tabel 4.8

Hasil Evaluasi Good Governance
Fungsi Perencanaan Strategis : Aktivitas Pelaksanaan

0 :
Inter: =inde eReE:"
-Ar € A !%_ ; a ‘ NSO, o €.
=t 5 i a2 Rhets Rl 5 i i
)] 2 (3 @ [()=2y7| 6)=@D
Transparency 4.36 Cukup 4.32 62.29% 101.01%
Accountability 4.44 Cukup 4.33 63.43% 102.49%
Responsibility 4.36 Cukup 4.32 62.29% 101.01%
Independence 4.54 Cukup 4.40 64.86% 103.13%
Fairness 4.25 Cukup 4.30 60.71% 98.95%
Ket:

1. n=jumlah responden x jumlah pertanyaan = 37 x 25 = 925
2, Skor rata-rata aktivitas pelaksanaan 4.39 : Cukup

Dalam hal ini responden menganggap dengan telah terbentuknya

Penanggung Jawab Kinerja dimasing-masing unit eselon II, maka

benturan kepentingan yang terjadi akan dapat direduksi dalam hal

pelaksanaan renstra maupun renja.

Terhadap hal-hal diatas, berikut merupakan aspek-aspek positif dan

aspek-aspek yang perlu peningkatan yang diperoleh dari pemyataan

pendapat dalam kuesioner serta melalui observasi langsung :

Tabel 4.9
Aspek-Aspek Penting dalam Good Governance Parameter
Fungsi Perencanaan Strategis : Aktivitas Pelaksanaan

Kalr
Transparency :
“Keterbukaan dalam
pengambilan keputusan”

Perlu ada peningkalan
konsistensi dalam
keterbukaan pelaksaaan
Renstra, apakah sesuai

IR = 102.49%

Skor =4.36 dengan [KU yang
IA=62.29% ditetapkan sejak awal atan
IR =101.01% tidak.
Accountability: Penanggung Jawab Sekalipun sudah terbentuk
“Dapat dimintai Kinerja sudah terbentuk | Penanggung Jawab
pertanggungjawaban” sesuai dengan tugas dan | Kinerja, namun

fungsi Unit pada koordinasi dan
Skor =4.44 tingkatan Eselon 2. pengendalian pelaksanaan
1A =63.43% renstra perlu mendapat

perhatian,
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Skor =4.36
IA =62.29%
IR =101.01%

Jawab Tugas dan Fungsi.

Responsibility : Telah dijabarkan Renstra harus menjadi
“Tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan acuan dalam pelaksanaan
menjalankan wewenang” kepada Penanggung program 5 tahun kedepan,

konsistensi terhadap
renstra menjadi hal yang
penting.

mengambil keputusan”

telah memadai.

Independence : NA Perlunya perangkat/sistem

“Mempertimbangkan pihak- yang efektif untuk

pihak terkait secara adil” menampung
kepentingan/usulan dari

Skor =4.54 stakeholder.

IA = 64.86%

IR =103.13%

Fairness Perangkat aturan didalam | Pertimbangan peran

“Objektivitas dalam Dokumen Anggaran didalam tebuh organisasi

menjadi penting,
klasifikasikan dengan

Skor =4.25 betul kebutuhan kegiatan
1A =60.71% unit-unit yang
IR =98.95% menjalankan tugas dan
fungsi dengan unit-unit
pendukung.
Sumber  : Responden masing-masing Unit — Kuesioner Renstra

NA * Not Available

4, Hasil Evaluasi Aktivitas Pengendalian

Hasil evaluasi terhadap Aktivitas Pengendalian diperoleh skor sebesar
4.40 atauw memiliki kondisi CUKUP dan dengan indeks absolut 62.86%
serta indeks relatif 101.38%, seperti terlihat pada gambar 4.5.

Gambar 4.5
Posisi Aktivitas Pengendalian pada Range 0 —7

Aktivitas Pengendalian = 4 .40

*———o —0o—0o— c'l'1ﬂ———o
0 1 2 3 4 5 6 7

L]

TARIF

39

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



Jika ditinjau dari aspek TARIF, evaluasi terhadap Aktivitas
Pengendalian memiliki skor berkisar antara 4.32 — 4.45 dengan
indeks relatif seluruhnya diatas 100% (lihat tabel 4.10).

Hal ini berarti kondisi TARIF pada Aktivitas Pengendalian relatif
condong ke kanan. Responden beranggapan kondisi TARIF pada
aktivitas ini CUKUP, dengan skor terendah terdapat pada parameter
transparency dan skor tertinggi pada parameter responsibility dan

independence.

Tabel 4.10
Hasil Evaluasi Good Governance
Fungsi Perencanaan Strategis : Aktivitas Pengendalian

4' el

K9] 2 3) (4) (3)}=Q)7 | (6)=2)}(4)
Transparency 4.32 Cukup 4.32 61.71% 100.08%
Accountability 442 Cukup 4.33 63.14% 102.03%
Responsibility 4.45 Cukup 4.32 63.57% 103.09%
Independence 4.45 Cukup 4.40 63.57% 101.08%
Fairness 4.37 Cukup 430 62.43% 101.75%

Ket :

1. n=jumlah responden x jumlah pertanyaan = 37 x 25 =925
2. Skor rata-rata aktivitas pengendalian 4.40 : Cukup

Terhadap hal-hal diatas, berikut merupakan aspek-aspek positif dan
aspek-aspek yang perlu peningkatan yang diperoleh dari pernyataan
pendapat dalam kuesioner serta melalui observasi langsung di

lapangan sebagal berikut :
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Tabel 4.11
Aspek-Aspek Penting dalam Good Governance Parameter
Fungsi Perencanaan Strategis : Aktivitas Pengendalian

= i é%- . I Y
R i B : 11t erluskemnglatan::
Transparency : NA Peran Pimpinan untuk
“Keterbukaan dalam mengawal Renstra dan
pengambilan keputusan™ menginformasikan IKU
yang telah tercapai dan
Skor =4.32 belum.
IA=6171%
IR = 100.08%
Accountability: Terdapat Penanggung Pengendalian terhadap
“Dapat dimintai Kinerja dimasing-masing | renstra belum sepenuhya
pertanggungjawaban® unit eselon 2. dilakukan, seluruh aspek
pengendalian umumnya
Skor =4.42 memerlukan perbaikan.
1A = 63.14%
IR=102.03%
Responsibility : NA Pimpinan dan Tim yang
“Tanggungjawab dalam terbentuk selama ini juga
menjalankan wewenang” diharapkan melakukan
pengendalian terhadap
Skor =4.45 renstra.
1A =63.57%
IR = 103.09%
Independence : NA Perlu memperhatikan
“Mempertimbangkan pihak- kepentingan para pihak
pihak terkait secara adil” dalam pengendalian
renstra.
Skor =4.45
IA=63.57%
IR = 101.08%
Fairness : NA Pengendalian yang
“Objektivitas dalam kontinu dan obyektif
mengambil! keputusan” sangat diperlukan.
Skor =437
1A =62.43%
IR=101.75%
Sumber  : Responden masing-masing Unit — Kuesioner Renstra
NA : Not Available

5. Hasil Evaluasi Aktivitas Evaluasi

Hasil evaluasi terhadap Aktivitas Evaluasi diperoleh skor sebesar 4.22
atau memiliki kondisi CUKUP dan dengan indeks absolut 60.29%
serta indeks relatif 97.24%, seperti yang terlihat pada gambar 4.6
berikut :
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Gambar 4.6
Posisi Aktivitas Evaluasi pada Range 0-7

Alktivitas Evaluasi = 4.22

Jika ditinjau dari aspek TARIF, evaluasi terhadap Aktivitas
Pengendalian memiliki skor yang berkisar antara 4.18 — 4.24 dengan
indeks relatif seluruhnya dibawah 100%, sehingga aspek ini
merupakan aktivitas utama yang memiliki skor parameter paling
rendah dibandingkan dengan aktivitas utama lainnya. Hasil

perhitungan parameter good governance ditunjukican pada tabel 4.12.

Hal ini berarti kondisi TARIF pada Alktivitas Pengendalian relatif
condong ke kanan pada range 0 — 7. Responden beranggapan kondisi
TARIF pada aktivitas ini CUKUP, dengan skor terendah terdapat pada
parameter {ransparency dan skor tertinggi pada parameter

responsibility dan independence.

Tabel 4.12
Hasil Evaluasi Geod Goevernance
Fungsi Perencanaan Strategis : Aktivitas Evaluasi

E ! E Io‘p :
o : g 12 o
ar exmibAlcvIras ‘etagifieie e Ah ol tREesRelati
1eY) (2) (3 (4 | G)y=y7 | (6)=(2/4)
Transparency 4.18 Cukup 4.32 59.71% 96.84%
Accountability 4.21 Cukup 4.33 60.14% 97.18%
Responsibility 4.23 Cukup 4.32 60.43% 97.99%
independence 4.24 Cukup 4.40 60.57% 96.31%
Fairness 4.22 Cukup 4.30 60.29% 98.25%
Ket :
l.  n=jumlah responden x jumlah pertanyaan=37x30=1110
2. Skor rata-rata aktivitas evaluasi 4.22 ; Cukup
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Dari gambaran diatas jelas bahwa evaluasi menjadi bagian yang paling
penting untuk dapat dijadikan perhatian dan penguatan kelembagaan,
mengingat fungsi audit, evaluasi serta analisis merupakan bagian dari
fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal
Departemen.

Terhadap hal-hal tersebut, berikut merupakan aspek-aspek positif dan
aspek-aspek yang perlu peningkatan yang diperoleh dari pernyataan
pendapat dalam kuesioner serta melalui observasi langsung di
lapangan sebagai berikut :

Tabel 4.13

Aspek-Aspek Penting dalam Good Governance Parameter
Fungsi Perencanaan Strategis : Aktivitas Evaluasi

g P e
................

Transparency :
“Keterbukaan dalam memerlukan kejelasan
pengambilan keputusan™ kriteria sehingga dapat
dijadikan pedoman
Skor =4.18 pengukuran yang
IA=5971% konsisten.
IR =96.84%
Accountability: Terdapat perangkat Evaluasi bisa menjadi
“Dapat dimintai aturan yang telah ada tidak maksimal, karena
pertanggungjawaban” dalam penyampaian kerap ada perubahan
Laperan Kinerja. kebijakan menyangkut
Skor =4.2] kegiatan dan anggaran,
TA=60.14% sehingga konsistensi
IR=97.18% disini menjadi penting.
Responsibilfity : Tugas dan Fungsi Metode evaluasi belum
“Tanggungjawab dalam masing-masing unit telah | terstruktur dengan baik,
menjalankan wewenang” terdapat dalam Peraturan | belum ada panduan vang
Menteri No.0030 Tahun | baku, sehingga evaluasi
Skor =4.23 20085. dilakukan masth berupa
IA=6043% tahunan,
IR =97.9%%
Independence : NA Evaluasi akan efektif
“Mempertimbangkan pihak- dilakukan jika masing-
pihak terkait secara adil” masing pihak sudah
sepaham dengan renstra
Skor =4.24 yang tetah dibuat sesuai
1A =60.57% dengan usulan masing-
IR =96.31% masing pihak.
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Fairness : NA Reward dan punishment

“Objektivitas dalam harus jelas, serta tindak

mengambil keputusan™ lanjut dari evaluasi harus
mendapat perhatian

Skor =4.22 Kegiatan-kegiatan yang ﬁ

1A =60.29% tidak relevan, sebaiknya

IR =98.25% ditinfau ulang atau bahkan
diganti

Perlu ada analisis beban
kerja bagi masing-masing
pihak dalam menjalankan
programnya
Sumber : Responden masing-masing Unit — Kuesioner Renstra
NA : Not Available

4.2.2 Hasil Evaluasi Fungsi Manajemen Keuangan

Hasil evaluasi fungsi Manajemen Keuangan pada Inspektorat Jenderal
DESDM menunjukkan skor 4.50 dari skala 7 dengan indeks absolut
64.29%, seperti ditunjukkan pada gambar 4.7. Hasil evaluasi fungsi jika

dilihat dari berbagai tingkat unit evaluasi disajikan dalam tabel 4.14.

Aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam evaluasi aspek
Manajemen Keuangan adalah tentang jairness, dimana grade yang
diperoleh adalah kurang dengan skor 3.88 dan indeks absolut 55.43%.

Gambar 4.7
Posisi Fungsi Manajemen Keuangan pada Range 0 -7

Fungsi MK = 4.50

0 1 2 fi 1 j 6 7

1
F TARI
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Tabel 4.14
Hasil Evaluasi Good Gavernance System Manajemen Keuangan
Inspektorat Jenderal DESDM

Fungsi Manajemen Keuangan 4.50 Cukup 64.29% 100.00%
Parameter Good Governance-TARIF
1 | Transparency 4.77 Cukup 68.14% 106.00%
2 | Accountability 4.86 Cukup 69.43% 108.00%
3 | Responsibility 4.97 Cukup 71.00% 110.44%
4 | Independence 4.05 Cukup 57.86% 90.00%
5} Fairness 3.88 Kurang 55.43% 86.22%
Aktivitas Utama
| | Forecasting 4.38 Cukup 62.50% 94.09%
2 | Budgeting 4.38 Cukup 62.50% 94.09%
3 | Accounting 4.56 Cukup 65.18% 98.12%
4 | Reporting 4.69 Cukup 66.96% 100.81%
Ket:

n : Jumlah responden x jumlah pertanyaan = 16x20 =320
Indeks Absolut  : Skor rata-rata/Skor Maksimum 7
Indeks Relatif : Skor rata-rala unit evaluasifskor rata-rata fungsi MK

Ditinjau dari aspek TARIF, evaluasi fungsi Manajemen Keuangan
memiliki kondisi rata-rata CUKUP, dengan skor TARIF berkisar antara
3.88 sampai dengan 4.97, atau dengan indeks absolut berkisar antara
55.43% sampai 71.00%.

Evaluasi terhadap aktivitas utama Manajemen Keuangan juga
menunjukkan kondisi good governance yang relatif CUKUP, dengan skor
antara 4.38 sampai dengan 4.69, atau dengan indeks absolut berkisar
antara 62.50% sampai 66.96%. Beberapa aktivitas utama menunjukkan
indeks Relatif dibawah 100% yaitu aktivitas Forecasting, Budgeting dan
Reporting. Hal ini mepandakan masih adanya aktifitas-aktifitas utama
yang kondisinya berada dibawah rata-rata kondisi good governance secara
keseluruhan. Dengan demikian, kondisi aktivitas-aktivitas utama good
governance masih harus lebih ditingkatkan mengingat kondisi absolut

aktivitas tersebut memiliki grade CUKUP.
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Berikut ini adalah hasil evaluasi per aktivitas utama fungsi Manajemen

Keuangan.
1. Hasil Evaluasi Aktivitas Forecasting

Hasil evaluasi terhadap Aktivitas Forecasting diperoleh skor sebesar
4.38 atau memiliki kondisi CUKUP dan dengan indeks absolut 62.50%
serta indeks relatif 94.09%, seperti terlihat pada gambar 4.8 bertkut :

Gambar 4.8
Posisi Aktivitas Forecasting pada Range (0~ 7

Aktivitas Forecasting = 4.38

0 1 2 3 /JI 5 6 7

TARIF

Jika ditinjau dari aspek TARIF, evaluasi terhadap Aktivitas
Forecasting memiliki skor yang berkisar antara 4.00 — 4.81 dengan
indeks relatif berkisar 91.15%-106.44%. Hasil perhitungan parameter
good governance ditunjukkan pada tabel 4.15.

Tabel 4.15
Hasil Evaluasi Goed Governance
Fungsi Manajemen Keuangan : Aktivitas Forecasting

=

(1) (2) G) {4) (53=@)7 | (6=
Transparency 444 Cukup 4.77 63.43% 93.08%
Accountability 4.81 Cukup 4.86 68.71% 08.97%
Responsibility 4.53 Cukup 4.97 64.71% 91.15%
Independence 4.00 Cukup 4.05 57.14% 98.77%
Fairness 4.13 Cukup 3.88 59.00% 106.44%
Ket :

1. n=jumlah responden x jumlah pertanyaan = 16 x 5 =80
2. Skor rata-rata aklivitas forecasting 4.38 : Cukup
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Hal ini berarti kondisi TARIF pada Aktivitas Forecasting relatif
condong ke kanan. Responden beranggapan kondisi TARIF pada
aktivitas ini CUKUP, dengan skor terendah terdapat pada parameter

independence dan skor tertinggi pada parameter accountability.

Informasi yang diperoleh dari tabel 4.15 adalah dalam hal melakukan

pra-kiraan penentuan rencana kerja dan anggaran belum
mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terkait, hal ini

sesuai dengan pandangan responden terhadap aktivitas Forecasting.

Terhadap hal-hal tersebut, berikut merupakan aspek-aspek positif dan
aspek-aspek yang perlu peningkatan yang diperoleh dari pemyataan
pendapat responden dalam kuesioner serta melalui observasi langsung
di lapangan sebagai berikut :

Tabel 4.16
Aspek-Aspek Penting dalam Geod Governance Parameter
Fungsi Manajemen Keuangan : Aktivitas Ferecasting

é; Asperl?A'EWe Ivan

TR

Keputusan alokasi sumber

Prognosa setlap tahun

Transparency :

“Keterbukaan dalam

pengambilan keputusan”

disusun untuzk kebutuhan
penganggaran kedepan.

daya harus ditentukan
berdasarkan kebutuhan,
sesuai dengan prinsip

Skor = 4.44 anggaran berbasis kinerja,
1A =63.43% bukan berdasarkan pagu
IR = 93.08% dari Sckretariat Jenderal

DESDM.

Accountability:
“Dapat dimintai

NA

Forecasting masih terlalu
tinggi untuk dicapat,

Evaluasi pelaksanaan...,

pertangpgungjawaban” sehingga menyulitkan

untuk dimintai
Skor =4.81 pertanggungjawaban,
1A =68.71% Forecasting sebaiknya
IR =98.97% dapat terukur.
Responsibility : Telah ada pembentukan NA
“Tanggungjawab dalam Penanggung Jawab
menjalankan wewenang” Kinerja pada level

Eselon 2.
Skor =4.53
1A =64.71%
IR=91.15%
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Independence . Sudah terbentulc Tim Kebutuhan perencanaan

“Mempertimbangkan pihak- | dalam Pengelolaan harus didasarkan pada

pihak terkait secara adil” Anggaran dan Rencana kinerja dan usulan

Kerja. masing-masing pihak.

Skor =4.00

IA=37.14%

IR =98.77%

Fairness : Sumber daya manusia Setiap melalut proses

“Objektivitas dalam dalam proses forecasting | prakiraan kebutuhan harus

mengambil keputusan™ telah memadai. benar-benar dipastikan
bahwa hak-hak

Skor =4.13 stakeholder terpenuhi,

1A = 55.00% utamanya untuk

IR = 106.44% menunjang fugas dan
fungsi organisasi.

Sumber  : Responden masing-masing Unit — Kuesioner Manajemen Kevangan
NA : Not Available

2. Hasil Evaluasi Aktivitas Budgeting

Hasil evaluasi terhadap Aktivitas Budgeting diperoleh skor sebesar
4.38 atau memiliki kondisi CUKUP dan dengan indeks absolut 62.50%
serta indeks relatif 94.09%, seperti yang terlihat pada gambar 4.9
berikut :

Gambar 4.9
Posisi Aktivitas Budgeting pada Range 0 -7

Akttvilas Budgeting = 4.38

Jika ditinjau dari aspek TARIF, evaluasi terhadap Aktivitas Budgeting
memiliki skor yang berkisar antara 4.00 — 4.81 dengan indeks relatif
berkisar 91.15%-106.44%. Parameter Transparency, Accountability,
dan Responsibility berada pada kisaran 4 — 5, sedangkan parameter
Independence dan [airness berada pada kisaran 3 - 4. Hasil

perhitungan parameter good governance ditunjukkan pada tabel 4.17.
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Hal ini berarti kondisi TARIF pada Aktivitas Budgeting tetap condong
ke kanan. Responden beranggapan kondisi TARIF pada aktivitas ini

CUKUP.

Tabel 4,17
Hasil Evaluasi Good Governance
Fungsi Manajemen Keuangan : Aktivitas Budgeting

< el F, ¥y R 0 r S~ i 7 ST R IS v

G e égsf A Ry A

: AR | AT R o 1 e R
(1 2 (3) (4) =7 | (6)=(2)({4
Transparency 4.50 Cukup 4.77 64.29% 94.34%
Accountability 4.81 Cukup 4.86 68.71% 08.97%
Responsibility 4.75 Cukup 4.97 67.86% 95.57%
Independence 3.94 Kurang, 4.05 56.29% 07.28%
Fairness 3.87 Kurang 3.38 55.29% 99.74%

Ket:
1. n=jumlah responden x jumlah pertanyaan =16 x 5 = 80
2. Skor rata-rata aktivitas budgeting 4.38 : Cokup

Dari gambaran diatas jelas bahwa aktivitas Budgeting termasuk
aktivitas yang dipandang perlu banyak perbaikan dan perhatian, hal ini
terlihat bahwa indeks relatif setiap parameter berada dibawah 100%.

Terhadap hal-hal tersebut, berikut merupakan aspek-aspek positif dan
aspek-aspek yang perlu peningkatan yang diperoleh dari pernyataan

pendapat responden dalam kuesioner serta melalui observasi langsung:

Tabel 4.18
Aspek-Aspek Penting dalam Good Governance Parameter
Fungsi Manajcmen Kevangan : Aktivitas Budgerting

% ._O_S__ 3 BA
Sudah terdapat

“Keterbukaan dalam mekanisme kerja ada sudah cukup efektif,
pengambilan keputusan™ penganggaran. namun lebih baik lagi jika

dibangun dalam suatu
Skor =4.50 sistem informasi/aplikasi.
IA = 64.29%
IR =94.34%
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Accountability:
“Dapat dimintai

Terdapat ketentuan yang
mengatur frekuensi

NA

“Tanggungjawab dalam
menjalankan wewenang”

hal penganggaran.

pertanggungjawaban” pertanggungjawaban.

Skor =4.81

[A=68.71%

IR =98.97%

Responsibility : Telah ada struktur dalam | Anggarkan untuk kegiatan

yang inovatif dan
dinamis, Kegiatan yang
selama ini berjalan

pihak terkait secara adil”

diperoleh pertimbangan
untuk

Skor =4.75 merupakan kegiatan yang
[A =67.86% dari tahun ke tahun itu-itu
IR =95.57% saja.

Independence : Adanya ruang untuk Revisi dilakukan
“Mempertimbangkan pihak- | merevisi anggaran jika seminimal mungkin, ini

dapat tercapai jika
prakiraan anggaran

mengambil keputusan”

Skor =3.94 mengubah/mengganti dilakukan dengan baik.
IA =5629% kegiatan.

IR =97.28%

Fairness : NA Pengelolaan penyusunan
“Objektivitas dalam anggaran jangan

didominasi oleh satu atau
dua Bagian, keputusan

Skor =3.87 yang diambil harus
IA =55.29% merupakan keputusan
IR = 59.74% kolektif.

Sumber  : Responden masing-masing Unit — Kuestoner Manajemen Keuangan

NA : Not Available

3. Hasil Evaluasi Aktivitas Accounting

Hasil evaluasi terhadap Aktivitas Accounting diperoleh skor sebesar
4.56 atau memiliki kondisi CUKUP dan dengan indeks absolut 65.18%
serta indeks relatif 98.12%, seperti yang terlihat pada gambar 4.10.

Gambar 4,10

Posisi Aktivitas Acconnting pada Range 0 -7

Aktivitas Acconnting =4.56

A S
0 1 2 ZL | t]—LLrj 7

F T1 AR

50

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009




Jika ditinjau dari aspek TARIF, evaluasi terhadap Aktivitas Accounting
memiliki skor yang berkisar antara 3.69 — 5.13 dengan indeks relatif
berkisar 95.10%-103.22%. Sebaran skor parameter good governance
aktivitas ini cukup luas. Hasil perhitungan parameter good governance

ditunjukkan pada tabel 4.19.

Hal ini berarti kondisi TARIF pada Aktivitas Accounting tetap
condong ke kanan. Responden beranggapan kondisi TARIF pada

aktivitas ini CUKUP.

Tabel 4.19
Hasil Evaluasi Goed Governance
Fungsi Manzjemen Keuangan : Aktivitas Accounring

0 : s

(117 111 - ; e
£ FAKTvIEa ‘DLELAS A ISARS 0
; CT1
1 2 (3) 4 (B =2)7 | (6)=(2)/(4)

Transparency 4.88 Cukup 4.77 69.71% 102.31%
Accountability 5.13 Baik 4.86 73.29% 105.56%
Responsibility 5.13 Baik 4.97 73.29% 103.22%
Independence 4.00 Cukup 4.05 57.14% 93.77%
Fairness 3.69 Kurang 3.88 52.71% 95.10%

Ket:
1. n=jumlah responden x jumlzh pertanyaan = 16 x 5 = 80
2. 8kor rata-rata aktivitas accounting 4.56 : Cukup

Informasi yang diperoleh adalah didalam aktivitas Accournting terdapat
parameter good goveranance yang relatif sudah dalam kategori BAIK
yaitu aspek Accountability dan Responsibility. Namun, aspek Fairness
memiliki nilat yang paling rendah dan berkategor: KURANG.

Terhadap hal-hal tersebut, berikut merupakan aspek-aspek positif dan
aspek-aspek yang perlu peningkatan yang diperoleh dari pernyataan
pendapat responden dalam kuesioner serta melalui observasi langsung

di lapangan sebagai berikut :

51

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



7 ransarency :
“Keterbukaan dalam
pengambilan keputusan”

Tabel 4.20
Aspek-Aspek Penting dalam Good Governance Parameter
Fungsi Manajemen Keuangan : Aktivitas Accounting

1-4;%“- |"U-I- i
Aspek pencatatan sudah
diatur dalam ketentuan
Departemen Kenangan.

Eat oI o - iy,
Diperlukan sistem yang
baik dan terintegrasi
sehingga memudahkan
didalam pencatatan.

“Mempertimbangkan pihak-

Pejabat Penerbit Surat

Skor =4.88

IA=69.71%

IR =102.31% )

Accountability: Penanggung Jawab Pertanggungjawaban

“Dapat dimintai terhadap aspek kegiatan yang tepat waktu

pertanggungjawaban™ pencatatan telah diatur harus ditingkatkan, ini
dalam ketentuan. untuk membantu

Skor =5.13 Bendaharawan dalam

1A =73.29% proses pencatatan.

IR = 105.56%

Responsibility : Telah terdapat Tugas Bendaharawan

“Tangpungjawab dalam organ/struktur yang dapat dibantu cleh

menjalankan wewenang” bertugas dalam hal Pemegang Uang Muka
pencatatan, yang dapat dibentuk,

Skor = 5.13 sehingga mempermudah

IA=73.29% tugas Bendaharawan

IR = 103.22% dalam melakukan

encatatan.
Independence : Bendaharawan dan Berdaharawan, sebagai

organ yang ditugasi aspek

pihak terkait secara adil” Perintzh Membayar ini dan diangkat
(P2SPM) diangkat oleh berdasarkan SK Menlteri
Skor =4.00 Pengguna Anggaran harus bisa independen.
1A =57.14% dalam hal ini Mentert. Bendaharawan dapat pula
IR =98.77% dibentuk sebapai unsur
perwakilan dari
Departemen Keuangan di
setiap Instansi
Pemerintah.
Fairness : Telah terdapat Ketepatan waktu
“Objektivitas dalam organ/struktur yang pelaksanaan sesuai
menpambil keputusan” bertugas dalam hal rencana perlu
pencatatan. ditingkatkan, kegiatan
Skor =3.69 yang menumpuk diakhir
IA=5271% tahun dapat menyulitkan
IR =95.10% dalam aspek pencatatan.

Penetapan Sasaran
Strategis dan IKU
tahunan dilakukan
melibatkan seluruh unit.

Perlu dibuat ketentuan
yang lebih spesifik
mengatur tentang
perianggungjawaban unit
tentang kegiatan
gccounding dan reporting,

Sumber : Responden masing-masing Unit — Kuesioner Manajemen Keuangan
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4. Hasil Evaluasi Aktivitas Reporting

Hasil evaiuasi terhadap Aktivitas Reporting diperoleh skor sebesar
4.69 atau memiliki kondist CUKUP dan dengan indeks absolut 66.96%

serta indeks relatif 100.81%, seperti yang terlihat pada gambar 4.11.

Gambar 4.11
Paosisi Aktivitas Reporfing pada Range 0 -7

Aktivitas Reporting = 4.69

L \( /S

LEE =
F TAR

Jika ditinjau dari aspek TARIF, evaluasi terhadap Aktivitas Reporting

memiliki skor vang berkisar antara 3.94 — 5.25 dengan indeks relatif

berkisar 101.55%-110.06%. Hasil perhitungan parameter good

governance ditunjukkan pada tabel 4.19.

Hal ini berarti kondist TARIF pada Aktivitas Reporiing condong ke

kanan. Responden berangpgapan kondisi TARIF pada aktivitas ini

CUKUP.
Tabel 4.21.
Hasil Evaluasi (ood Governance
Fungst Manajemen Keuangan : Aktivitas Reporting
| > = 33 5 s .r,- - A
Ra £ nvata eta 0 Rela A
T i : =~ s e o [’ ik R e s .@
(1) @ 3) (3}=@)7 | =248
Transparency 5.25 Baik 4.77 75.00% 110.06%
Accountability 5.13 Baik 4.86 73.25% 105.56%
Responsibility 5.00 Baik 4.97 71.43% 100.60%
Independence 4.13 Cukup 4.05 59.00% 101.98%
Fairness 3.94 Kurang 3.88 56.29% 101.55%
Kat:
i. n=jumlah responden x jumlah pertanyaan =16 x 5 =80
2. Skor rata-rata aktivitas reporting 4.6%9 : Cukup
53
2009

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB UI,




Dari seluruh aktivitas utama fungsi Manajemen Keuangan, aktivitas
Reporting memiliki paling banyak parameter good governance yang
berada pada kategori BAIK. Parameter Transparency, Accountability,

dan Responsibility memiliki skor diatas atau sama dengan 5.00.

Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain telah adanya aturan
mengenai tata cara pelaporan keuangan dan kinerja yang telah disusun
oleh pemerintah dan telah adanya pembentukan jabatan beserta tugas

fungsi yang melekat dalam mengatur manajemen keuangan instansi.

Terhadap hal-hal tersebut, berikut merupakan aspek-aspek positif dan
aspek-aspek yang perlu peningkatan yang diperoleh dari pemyataan
pendapat responden dalam kuesioner serta melalui observasi langsung

di lapangan sebagai berikut :

Tabel 4.22
Aspek-Aspek Penting dalam Goed Governance Parameter
Fungsi Manajemen Keuangan : Aktivitas Reporring

A
Telah ada aturan
mengenai Tata Cara
Pelaporan Keuangan.

e
Transparency :
“Keterbukaan dalam
pengambilan kepulusan™

adanya, pengendalian
menjadi penting disini.

“Tanggungjawab dalam
menjalankan wewenang”
Skor =5.00
IA=7143%

IR = 100.60%

Sker = 525

TA =75.00%

IR=110.06%

Accountability: Adanya konsolidasi di Laporan harus relevan

“Dapat dimintai tingkat Departemen dengan keterbukaan dan

pertanggungjawaban” ESDM. menjadi issu sentral dan
evaluasi organisasi sesuai

Skor =5.13 dengan IKU yang telah

IA=73.29% ditetapkan.

IR = 105.56%

Responsibility : Setiap satuan kerja Tanggung jawab harus

merupakan entitas
pelaporan yang
bertanggung jawab
membuat Laporan
Keuangan, hal int diater
dalam Perundang-
undangan.

lebih ditekankan lagi,
sehingga agar tidak ada
kesan laporan asal jadi.
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Penetapan IKU belum

IR=101.55%

Independence : Adanya penetapan 1KU.

“Mempertimbangkan pihak- mempertimbangkan

pihak terkait secara agil” pthak-pihak terkait secara

utuh.

Skor =4.13

IA = 59.00%

IR =101.98%

Fairness : Telah ada aturan Pengukuran kinerja

“Objektivitas datam mengenai Tata Cara selama ini lebih kepada

mengambil keputusan™ Pelaporan Keuangan dan | input dan output.
Kinerja. Pengukuran terhadap

Skor =3.94 outcome harus menjadi

1A =56.29% perhatian serius.

Sumber  : Responden masing-masing Unit— Kuesioner Manajemen Kevangan
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BABS

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Gambaran umum hasil evaluasi penerapan good governance aspek
Perencanaan Strategis dan Manajemen Keuangan pada kantor Inspektorat Jenderal

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam grade Cukup.

Hasil evaluasi fungsi Perencanaan Strategis menunjukkan skor 4.34 dari
skala 7. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan parameter good
governance yaitu TARIF, fungsi Perencanaan Stratepis tergolong cukup atau
mencapai indeks absolut 62.00%. Untuk setiap parameter good governance
diperoleh skor rata-rata mulai 4.30 sampai 4.40 . Sedangkan jika dilihat dari
aktivitas-aktivitas utama didalam Perencanaan Strategis diperoleh skor rata-rata

mulai 4.20 sampai 4.47.

Kondisi di atas berarti perlu banyak pembenahan untuk memperbaiki
penerapan good governance sehingga proses check and balances di dalam aspek

Perencanaan Strategis menjadi optimal.

Hasil evalvasi fungsi Manajemen Keuangan menunjukkan skor 4.50 dari
skala 7. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan parameter good
governance yaitu TARIF, fungsi Manajemen Keuangan tergolong cukup atau
mencapai indeks absolut 64.29%. Untuk setiap parameter good governance
diperoleh skor rata-rata mulai 3.88 sampai 4.97. Sedangkan jika dilihat dari
aktivitas-aktivitas utama di dalam Manajemen Keuangan diperoleh skor rata-rata

mulai 4.38 sampai 4.69.

Kondisi yang tidak homogen terjadi pada aspek Manajemen Keuangan
diantara unit di Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral yang terlihat dari sebaran rata-rata yang cukup panjang. Hal yang menjadi

perhatian serius pada aspek ini adalah kondisi fairness, dimana diperoleh grade
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Kurang, sehingga secara keseluruhan kondisi good governance Manajemen

Keuangan Inspektorat Jenderal harus jauh ditingkatkan lag.

Dari hasil pengolahan data kedua aspek di atas, parameter fairness selalu
memiliki skor paling rendah yaitu 4.30 untuk aspek Perencanaan Strategis dan
3.88 untuk aspek Manajemen Keuangan. Ini berarti persepsi sebagian orang
menunjukkan masih belum optimalnya keadilan dan kesetaraan didalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Hasil ini dapat dijadikan bahan masukan unfuk dapat menentukan
Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral 2009 — 2014 sesuai dengan amanat pemerintahan baru.
Aktivitas-aktivitas utama dalam penyusunan Renstra menjadi bagian dari suatu

proses pelaksanaan good governance yang memerlukan perhatian khusus.

5.2 Keterbatasan Peneclitian

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah informasi yang tidak sepenuhnya
diperoleh dari para Pejabat Eselon 2 ke atas melalui pembagian kuesioner,
sehingga isi materi kuesioner ‘digantikan’ oleh pejabat fungsional auditor senior
yang mempunyat peran sebagai Pengendali Teknis dengan masa kerja diatas 15
tahun yang diharapkan mampu merepresentasikan jawaban kuesioner pejabat
setingkat eselon 2 ke atas untuk melihat kondisi good governance di lingkungan

Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu instrumen yang digunakan belum cukup menyeluruh, hat ini
dikarenakan instrumen yang dipakai adalah melalui kuesioner, observasi
langsung, dan wawancara tidak langsung yang disajikan melalui penyebaran
kuesioner. Proses benchmarking kurang dilakukan, terutama pada unit serupa di

instansi pemerintah yang lain.
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5.3 Saran

Kondisi pelaksanaan good governance aspek Perencanaan Strategis dan
Manajemen Keuangan pada kantor Inspektorat Jenderal DESDM berdasarkan
penelitian ini membutuhkan perhatian serius bagi seluruh pegawai di lingkungan
Inspektorat Jenderal DESDM. Capaian CUKUP harus dapat lebih memotivasi
pegawai dalam implementasi ({ransparency, accountability, responsibility,
independence, dan fairness untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik.

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan terkait hasil evaluasi
penerapan good goveranance di lingkungan Inspektorat Jendera! Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral yang diperoleh dari pengembangan kuesioner

serta observasi langsung di lapangan vaitu:
a. Aspek Perencanaan Strategis

1. Didalam penyusunan renstra, keterlibatan masing-masing unit perlu
ditingkatkan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipahami dan

dijalankan dengan baik sesuai dengan ukuran keberhasilan;

2. Aspek pengawasan dan pengalokasian sumber daya manusia, dana, dan
data yang akurat perlu ditingkatkan dalam proses persiapan penyusunan

Renstra;

3. Dalam penyusunan renstra harus dapat diukur capaian keberhasilan yang

akan dihasilkan (measurable),

4. Sosialisasi hasil penyusunan renstra pun diperfukan selama proses

persiapan;

5. Aspek pemenuhan kepentingan/usul stakeholder masih perlu mendapat

perhatian;

6. Persiapan penyusunan Renstra seharusnya merujuk pada unsur realitas
waktu, hingga tujuan awalnya tercapai dan lebih terfokus pada issu-issu

yang relevan;
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7. Dalam pengambilan keputusan penentuan sasaran program kerja, harus

merupakan sinergi antara kebutuhan organisasi dan keputusan Pimpinan;

8. Pihak yang terlibat didalam Penyusunan Renstra merupakan suatu Tim
Kerja yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, sesuai masa manfaat Renstra

tersebut;
9. Harus terlihat jelas /inkage antara penyusunan [KU dengan anggaran;,

10. Renstra harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program 5 tahun kedepan,

konsistensi terhadap Renstra menjadi hal yang penting;

11. Pengendalian terhadap renstra belum sepenuhnya dilakukan, seluruh aspek
pengendalian harus diperbaiks;

12. Evaluasi memerlukan kriteria yang jelas, disamping itu harus ada reward

dan punishment serta tindak lanjut yang harus mendapat perhatian.
. Aspek Manajemen Keuangan

1. Keputusan alokasi sumber daya harus benar-benar didasarkan pada
kebutuhan, kinerja, dan usulan dari masing-masing pihak serta hal-hal

yang dapat terukur;

2. Aspek manajemen keuangan dapat disokong dengan dibangunnya suatu
sistem yang dapat memudahkan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas

utamanya;

3. Kegiatan yang bersifat inovatif dan dinamis untuk mendukung tugas dan

fungsi organisasi perlu lebih ditingkatkan;

4. Ketepatan waktu pelaksanaan sesuai rencana perlu ditingkatkan, kegiatan

yang menumpuk diakhir tahun dapat menyulitkan dalam aspek pencatatan;

5. Pengukuran kinerja didalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran
selama ini lebih kepada input dan output. Pengukuran terhadap outcome

harus menjadi perhatian sertus.
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Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan adanya perkembangan teori untuk
konsepsi good governance lainnya, yaitu aspek perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, Audit, dan Manajemen Resiko yang menjadi bagian dalam perwujudan
tata kelola kepemerintahan yang baik. Disamping itu perlu dilakukan observasi
yang lebih jauh, dalam arti pengembangan instrumen dan responden diharapkan
menjangkau seluruh lapisan/layer, sehingga informasi yang diperoleh lebih

menyeluruh,
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Lampiran 2

ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA)

A 3

L= e RN

Kuesioner ini dimaksudkan sebagai alat untuk mengevaluasi penerapan sistem
governance (governance system) dalam aspek rencana strategis di lingkungan Itjen
DESDM. Sebagai panduan pengisian kuesioner diberikan penjelasan-penjelasan
penting yang perlu diketahui, yaitu :

1.

3.

Sistem skoring yang digunakan dalam pengisian kuesioner;
2. Definisi-definisi operasional yang perlu diketahui dalam pengisian identitas
responden maupun pengisian kuesioner.
Unit yang dimaksud dalam kuesioner merupakan Unit Eselon I, Eselon II,
Eselon I1I, Eselon IV.

SISTEM SKORING DALAM KUESIONER

Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan aspek
perencanaan strategis yang selama ini berjalan di lingkungan Itjen DESDM.
Kuesioner ini terdiri dari b (lirna) bagian, yaitu : inisiasi (initiation), perumusan
(formulation), pelaksanaan (implementation), pengendalian (confrol) dan evaluasi
Jawablah  berdasarkan kondisi
berdasarkan bagaimana seharusnya (kondisi ideal). Silahkan dijawab dengan
sejujur-jujurnya, semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan
diungkapkan kepada siapapun. Pilihan jawaban adalah skala 1 sampai dengan

(evaluation).

7, dengan ketentuan sebagai berikut :

sesungguhnya,

BUKAN

1 2 3 4 5 6 7
Tidak jelas Belum jelas Sebagian Tidak Sebagian Tetah jelas Telah jelas
sama sekali besar belum memberikan besar telah seluruhnya

jelas pendapat/Tidak jelas
tahu
Tidak Belum Sebagian Tidak Sebagian Telah Telah
dipatuhi dipaluhi hesar belum memberikan besar telah dipatuhi dipatuhi
sama sekali dipaluhi pendapat/Tidak dipatuhi seluruhnya
tahu
Tidak ada Belum ada Sebagian Tidak Sebagian Ada dan Ada dan
sama sekali besar belum memberikan besar ada lengkap telah
ada pendapat/Tidak namun belum sempurna
tahu sempuma
Sangat tidak Tidak Sebagian Tidak Sebagian Obyeklif Sangat
obyeklif obyektif besar lidak memberikan besar obyeklif
obyektif pendapat/Tidak obyektif
tahu
Sangal tidak Tidak Sebagian Tidak Sebagian Telah Telah
dipertimbang- { diperlimbang- | besar tidak memberikan besar lelah | dipertimbang- | dipertimbang-
kan kan dipertimbang- | pendapat/Tidak | dipertimbang- kan kan
kan fahu kan seluruhnya
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2. DEFINISI-DEFINISI OPERASIONAL YANG DIGUNAKAN DALAM

KUESIONER

A. Governance System :

Governance system terdiri dari 5 (lima) tahapan yang berkesinambungan dan
membentuk siklus, seperti digambarkan dalam diagram dibawah ini :

"-\
z 1 3. Implementation
5. Evaluation - e

Tranparency, Accountability, Responsibility, Independence, Faimess

@ ..2 Formulation
(e > ;
‘~.‘ GOVERNANCE
PROCESS

INITIATION

|4 @

1. Persiapan (initiation) yaitu proses penciptaan pra kondisi yang
dibutuhkan untuk dapat terlaksananya sistem governance yang baik.

2.

Isu-isu dalam persiapan mencakup :

Penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan
Renstra;

Pengawasan proses penyusunan Renstra;

Penjabaran target organisasi kedalam target spesifik untuk setiap
unit;

Penyusunan pedoman renstra;

Pengalokasian sumber daya untuk menjalankan tugas dalam proses
penyusunan Renstra.

Perumusan (formulation) yaitu proses pembentukan rencana strategis.

Isu-isu dalam perumusan {formulation) mencakup :

Penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan strategi;
Penentuan pihak-pihak yang mengawasi perumusan Renstra;
Penentuan pihak-pihak yang diberi tugas untuk menetapkan strategi;
Penyusunan arah strategis/strategy map (Sasaran Strategis/SS,
Indikator Kinerja Utama/IKU, Target IKU);

Penyusunan dan proyeksi keuangan dan acuan anggaran;
Penyusunan rencana kerja (kegiatan) dan anggaran;
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¢ Persetujuan dan komunikasi arah strategis dan acuan anggaran;

» Penyusunan rencana kerja (kegiatan) dan anggaran;

e Persetujuan rencana kerja (kegiatan} dan anggaran;

» Pengkajian dan finalisasi rencana kerja, anggaran dan IKU dengan
Inspektur Jenderal;

o Konsolidasi, persetujuan dan komunikasi program kerja serta
anggaran.

Implementasi (implementation) yaitu proses pelaksanaan rencana
strategis.

Isu-isu dalam implementasi (implementation) mencakup :

¢ Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan
strategi;

¢ Penunjukkan  pihak-pihak yang bertugas mengendalikan
implementasi strategi;

» Penunjukkan pihak-pihak yang bertugas melaporkan implementasi
strategi;

» Tindak lanjut jika dalam tahap implementasi terjadi hal-hal yang
tidak diantisipasi sebelumnya;

» Pelaporan untuk hal-hal yang tidak diantisipasi namun terjadi dalam
tahap implementasi.

Pengendalian (control) yaitu proses pemantauan serta pengarahan agar
pelaksanaan rencana strategis sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Isu-isu dalam pengendalian {control) mencakup :

¢ Aspek-aspek yang harus dikendalikan dalam Renstra;

* Standar yang digunakan sebagai dasar penilaian implementasi
strategi;

o Penunjukkan pihak-pihak yang Dbertanggung jawab untuk
mengendalikan implementasi Renstra;

» Pengendalian pelaksanaan Renstra;

* Pengukuran kinerja atas implementasi rencana kerja dan anggaran.

Evaluasi (evaluation) yaitu proses pengkajian serta analisa atas
penyimpangan-penyimpangan antara rencana dan kebijakan yang telah
ditetapkan.

Isu-isu dalam evaluasi (evaluation) mencakup :

e Evaluasi pelaksanaan Renstra;

* Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk
mengevaluasi implementasi Renstra;

» Sistemn reward dan punishment yang spesifik berkaitan dengan
pencapaian target;

» Hasil review dan evaluasi implementasi Renstra, digunakan sebagai
masukan untuk periode perencanaan berikutnya;

» Evaluasi kinerja atas implementasi rencana kerja dan anggaran;

+ Identifikasi kesenjangan (gap) kinerja antara realisasi dan target.
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. Pertimbangan obyektif yaitu pertimbangan yang didasarkan pada
kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku,
berorientasi pada nilai-nilai kejujuran, etika yang baik serta sikap yang
professional.

BERDASARKAN PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER DAN
DEFINISI-DEFINISI OPERASIONAL DIATAS, SILAHKAN
ANDA MELENGKATFI DATA RESPONDEN PADA KOLOM

YANG TERSEDIA, KEMUDIAN MENGISI KUESIONER INIL

ATAS PARTISIPASI ANDA KAMI MENGUCAPKAN
TERIMA KASIH
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A. IDENTITAS RESPONDEN

Lampiran 2

Unit Eselon ... Inspektorat ...........

Bagian .................

Sub Bagian ............

B. KUESIONER

1.1. | Menurut anda, seberapa 1elaskah/ dl‘léetahm -oleh
pihak terkait , mekanisme sebagai berikut :

a. Penentuan pihak yang bertanggung jawab|l 2 3 4 5 6 7
dalam penyusunan Renstra;

b. Pengawasan proses penyusunan Renstra; 1 2 3 45 6 7

c. Penjabaran target organisasi kedalam target{1 2 3 4 5 6 7
spesifik untuk setiap unit;

d. Penyusunan pedoman Renstra; " SR M6 7

e. Pengalokasian sumber daya untuk menjalankan |1 2 3 4 5 6 7
tugas dalam proses penyusunan Renstra.

1.2. | Menurut anda, sejauh mana setiap unit mematuhi

ketentuan formal (Peraturan per-UUan, aturan

internal, SOP, dll) mengenai :

a. Penentuan pihak yang bertanggung jawab |1 2 3 4 5 6 7
dalam penyusunan Renstra;

b. Pengawasan proses penyusunan Renstra; 1 23 456 7

c. Pernjabaran target organisasi kedalam target|1 2 3 4 5 6 7
spesifik untuk setiap unit;

d. Penyusunan pedoman Renstra; 123 45 6 7

e. Pengalokasian sumber daya untuk menjalankan {1 2 3 4 5 6 7
tugas dalam proses penyusunan Renstra.

1.3. | Menurut anda, apakah terdapat ketentuan

(Peraturan per-UUan, aturan internal, SOP, dll)

tentang mekanisme pertanggungjawaban mengenai

a. Penentuan pihak yang bertanggung jawab |1 2 3 4 5 6 7
dalam penyusunan Renstra;

b. Pengawasan proses penyusunan Renstra; 1 23 4567

c. Penjabaran target organisasi kedalam target|1 2 3 4 5 6 7
spesifik untuk setiap unit;

d. Penyusunan pedoman Renstra; 1 23 45 6 7

e. Pengalokasian sumber daya untuk menjalankan |1 2 3 4 5 6 7

tugas dalam proses penyusunan Renstra.
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1.4. | Menurut anda, sejauh mana obyektifitas dalam :

a.

Penentuan pihak yang bertanggung jawab
dalam penyusunan Renstra;

b. Pengawasan proses penyusunan Renstra;

Penjabaran target organisasi kedalam target
spesifik untuk setiap unit;

Penyusunan pedoman Renstra;

Pengalokasian sumber daya untuk menjalankan
tugas dalam proses penyusunan Renstra.

[
N
W
e
671
o

~1

1.5. | Menurut anda, sejauh mana kepentingan/usulan

dari berbagai pihak telah dipertimbangkan untuk

b.

C.

hal-hal sebagai berikut :
a.

Penentuan pihak yang bertanggung jawab
dalam penyusunan Renstra;

Pengawasan proses penyusunan Renstra;
Penjabaran target organisasi kedalam target
spesifik untuk setiap unit;

d. Penyusunan pedoman Renstra;

et
N M
0 Q3
TS
[S2 BN &) ]
O O
-]~

e. Pengalokasian sumber daya untuk menjalankan |1 2 3 4 5 6 7
tugas dalam proses penyusunan Renstra.
Mohon komentar/saran anda menyangkut proses persiapan (initiation)
penyusunan Renstra :
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R R e e

trateg:

2; PERUNIE S ANG(ES il o) A ATt Reny s U nan: Beroncanaan s
2.1. | Menurut anda, seberapa jelaskah/diketahui pihak-
pihak terkait , mekanisme sebagai berikut :
a. Penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam|{1 2 3 4 5 6 7
pengembangan strategi;
b. Penentuan pihak-pihak yang mengawasi|l 2 3 4 5 6 7
perumusan Renstra;
¢. Penentuan pihak-pihak yang diberi tugasuntuk |1 2 3 4 5 6 7
menetapkan strategj;
d. Penyusunan arah stretegis/strategy map (SS5,|1 2 3 4 5 6 7
IKU, Target IKU);
e. Penyusunan dan proyeksi keuangan dan acuan |1 2 3 4 5 6 7
anggaran;
f. Persetujuan dan komunikasi arah strategisdan |1 2 3 4 5 6 7
acuan anggaran;
g. Penyusunan rencana kerja (kegiatan) dan|1 2 3 4 5 6 7

ety
isiihis

anggarannya;

h. Persetujuan rencana kerja (kegiatan) dan|{1 2 3 4 5 6 7
anggarannya;

i. Pengkajian dan finalisasi rencana kerja, |1 2 3 4 5 6 7
anggaran dan IKU;

j- Konsolidasi, persetujuan dan komunikasi{1 2 3 4 5 6 7
program kerja serta anggaran

2.2. | Menurut anda, sejauh mana setiap unit mematuhi
ketentuan formal (Peraturan per-UUan, aturan
internal, SOP, dll} mengenai :
a. Penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam |1 2 3 4 5 6 7
pengembangan strategi;
b. Penentuan pihak-pihak yang mengawasi|l 2 3 4 5 6 7
perumusan Renstra;
c. Penentuan pihak-pihak yang diberi tugasuntuk {1 2 3 4 5 6 7
menetapkan strategi;
d. Penyusunan arah stretegis/skrafegy map (SS,11 2 3 4 5 6 7

IKU, Target IKUY);

e. Penyusunan dan proyeksi keuangan danacuan|{1 2 3 4 5 6 7
anggararn;

f. Persetujuan dan komunikasi arah strategis dan |1 2 3 4 5 6 7
acuan anggaran;

g. Penyusunan rencana kerja (kegiatan) dan{1 2 3 4 5 6 7
anggarannya;

h. Persetujuan rencana kerja (kegiatan) dan|1 2 3 4 5 6 7
anggarannya;

i. Pengkajian dan finalisasi rencana kerja,|1 2 3 4 5§ 6 7
anggaran dan IKU;

j. Konsolidasi, persetuyjuan dan komunikasi|{1 2 3 4 5 6 7
program kerja serta anggaran.
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23. {Menurut anda, apakah terdapat ketentuan

(Peraturan per-UUan, aturan internal, SOP, dll)

tentang mekanisme pertanggungjawaban mengenai

a. Penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam |1 2 3 4 5 6 7
pengembangan strategi;

b. Penentuan pihak-pihak yang mengawasi{l 2 3 4 5 6 7
perumusan Renstra;

c. Penentuan pihak-pihak yang diberi tugasuntuk {1 2 3 4 5 6 7
menetapkan strategi;

d. Penyusunan arah stretegis/strategy map (SS5,|{1 2 3 4 5 6 7
IKU, Target IKU);

e. Penyusunan dan proyeksi keuangan dan acuan|{1 2 3 4 5 6 7
anggaran;

f. Persetujuan dan komunikasi arah strategis dan |1 2 3 4 5 6 7
acuan anggaran;

g Penyusunan rencana kerja (kegiatan) dan|l1 2 3 4 5 6 7
anggarannya;

h. Persetujuan rencana kerja (kegiatan) dan)1 2 3 4 5 6 7
anggarannya;

i. Pengkajian dan finalisasi rencana kerja, |1 2 3 4 5 6 7
anggaran dan IKU;

j. Konsolidasi, ~ persetujuan dan komunikasi|1 2 3 4 5 6 7
program Kerja serta anggaran.

24. [ Menurut anda, sejauh mana obyektifitas dalam :

a. Penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam )1 2 3 4 5 6 7
pengembangan strategj;

b. Penentuan pihak-pihak yang mengawasi|l 2 3 4 5 6 7
perumusan Renstra;

¢. Penentuan pihak-pihak yang diberi tugas untuk |1 2 3 4 5 6 7
menetapkan strategi;

d. Penyusunan arah stretegis/strategy map (55,11 2 3 4 5 6 7
IKU, Target IKU);

e. Penyusunan dan proyeksi keuangan dan acuan (1 2 3 4 5 6 7
anggaran;

f. Persetujuan dan komunikasi arah strategis dan|1 2 3 4 5 6 7
acuan anggaran;

g. Penyusunan rencana kerja (kegiatan) dan|1 2 3 4 5 6 7
anggarannya;

h. Persetujuan rencana kerja (kegiatan) dan{1 2 3 4 5 6 7
anggarannya;

i. Pengkajian dan finalisasi rencama kerja, {1 2 3 4 5 6 7
anggaran dan IKU;

j- Konsolidasi, persetujuan dan komunikasi|l 2 3 4 5 6 7

program kerja serta anggaran.
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2.5, | Menurut anda, sejauh mana kepentingan/usulan
dari berbagai pihak telah dipertimbangkan untuk
hal-hal sebagai berjkut :
a. Penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam|1 2 3 4 5 6 7
pengembangan strategi;
b. Penentuan pihak-pihak yang mengawasi|1l 2 3 4 5 6 7
perumusan Renstra;
c. Penentuan pihak-pihak yang diberi tugas untuk |1 2 3 4 5 6 7
menetapkan strategi;
d. Penyusunan arah stretegis/strategy map (55,1 2 3 4 5 6 7
IKU, Target IKU);
e. Penyusunan dan proyeksi keuangan dan acuan{1 2 3 4 5 6 7
anggaran;
f. Persetujuan dan komunikasi arah strategis dan |1 2 3 4 5 6 7
acuan anggaran;
g. Penyusunan rencana kerja (kegiatan) dan{1 2 3 4 5 6 7

anggarannya;

h. Persetujuan rencana kerja (kegiatan) dan|1 2 3 4 5 6 7
anggaranmnya;

i. Pengkajian dan finalisasi rencama kera, |1 2 3 4 5 6 7
anggaran dan IKU;

j Konsolidasi, persetnjuan dan komunikasi{l 2 3 4 5 6 7
program Kerja serta anggaran.

Mohon komentar/saran anda menyangkut proses perumusan (formulation)
penyusunan Renstra :
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Menurut anda, seberapa relaskah/ diketahui pihak-

pihak terkait , mekanisme sebagai berikut :

a. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung
jawab melaksanakan strategi;

b. Penunjukkan pihak-pihak yang bertugas
mengendalikan implementasi strategi;

c. Penunjukkan pihak-pihak yang bertugas
melaporkan implementasi strategi;

d. Tindak lanjut jika dalam tahap implementasi
terhadi hal-hal yang tidak diantisipasi
sebelumnya;

e. Pelaporan untuk hal-hal yang tidak diantisipasi
namun terjadi dalam tahap implementasi.

T e e R e

3.2.

Menurut anda, sejauh mana setiap unit mematuhi
ketentuan formal (Peraturan per-UUan, aturan
internal, SOP, dll} mengenai :

a. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung
jawab melaksanakan strategi;

b. Penunjukkan pihak-pihak yang bertugas
mengendalikan implementasi strategi;

¢. Penunjukkan pihak-pithak yang bertugas
melaporkan implementasi strategi;

d. Tindak lanjut jika dalam tahap implementasi
terhadi hal-hal yang tidak diantisipasi
sebelumnya;

e. Pelaporan untuk hal-hal yang tidak diantisipasi
namun terjadi dalam tahap implementasi.

3.3.

Menurut anda, apakah terdapat ketentuan
(Peraturan per-UUan, aturan internal, SOP, dll)
tentang mekanisme pertanggungjawaban mengenai

a. Penunjukkan pihak-pthak yang bertanggung
jawab melaksanakan strategi;

b. Penunjukkan pihak-pihak yang Dbertugas
mengendalikan implementasi strategi;

¢. Penunjukkan pihak-pihak yang bertugas
melaporkan implementasi strategi;

d. Tindak lanjut jika dalam tahap implementasi
terhadi hal-hal yang tidak diantisipasi
sebelumnya;

e. Pelaporan untuk hal-hal yang tidak diantisipasi
namun terjadi dalam tahap implementasi.

10
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3.4.

Menurut anda, sejauh mana pbyekfifitas dalam :

d.

b.

Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung
jawab melaksanakan strategi;

Penunjukkan pihak-pihak yang bertugas
mengendalikan implementasi strategi;
Penunjukkan pihak-pihak yang bertugas
melaporkan implementasi strategi;

Tindak lanjut jika dalam tahap implementasi
terhadi hal-hal yang tidak diantisipasi
sebelumnya;

Pelaporan untuk hal-hal yang tidak diantisipasi
namun terjadi dalam tahap implementasi.

3.5.

Menurut anda, sejauh mana kepentingan/usulan
dari berbagai pihak telah dipertimbangkan untuk

hal-hal sebagai berikut :

a.

b.

Penunjukkan pthak-pihak yang bertanggung
jawab melaksanakan strategi;

Penunjukkan  pihak-pihak  yang bertugas
mengendalikan implementasi strategi;
Penunjukkan  pihak-pihak yang bertugas
melaporkan implementasi strategi;

Tindak lanjut jika dalam tahap implementasi
techadi hal-hal yang tidak diantisipasi
sebelumnya;

Pelaporan untuk hal-hal yang tidak diantisipasi
namun terjadi dalam tahap implementasi.

3 4 5 6 7

Mohon komentar/saran anda menyangkut proses pelaksanaan (implementation)
penyusunan Renstra :

11
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pihak terkait , mekanisme sebagai berikut :

Lampiran 2

T ST
oD dal A Rerenc At ATl StrAtegigsss: 1 s

Menurut anda seberapa jelaskah/diketahui pihak-

a. Aspek- aspek yang harus dikendalikan dalam
Renstra;

b. Standar yang digunakan sebagai dasar penilaian
implementasi strateg;

c. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung
jawab untuk mengendalikan implementasi
Renstra;

d. Pengendalian pelaksanaan Renstra;

e. Pengukuran kinerja atas implementasi rencana
kerja dan anggaran.

-
)

W

T,

w

~J

42.

Menurut anda, sejauh mana setiap unit mematuhi
ketentuan formal (Peraturan per-UUan, aturan
internal, SOP, dIl) mengenai :

a. Aspek-aspek yang harus dikendalikan dalam

b. Standar yang digunakan sebagai dasar penilaian
¢. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung

d. Pengendalian pelaksanaan Renstra;
e. Pengukuran kinerja atas implementasi rencana

Renstra;
implementasi strategi;
jawab untuk mengendalikan implementast

Renstra;

kerja dan anggaran.

-t
(NSRS

L2

QN

]

43,

Menurut anda, apakah terdapat ketentuan
(Peraturan per-UUan, aturan internal, SOP, dll)
tentang mekanisme pertanggungjawaban mengenai
a. Aspek-aspek yang harus dikendalikan dalam
b. Standar yang digunakan sebagai dasar penilaian
¢. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung

d. Pengendalian pelaksanaan Renstra;
e. Pengukuran kinerja atas implementasi rencana

Renstra;
implementasi strategi;
jawab untuk mengendalikan implementasi

Renstra;

kerja dan anggaran.

2

e

o

4.4.

Menurut anda, sejauh mana obyektifitas dalam :
a. Aspek-aspek yang harus dikendalikan dalam

b. Standar yang digunakan sebagai dasar penilaian

Renstra;

implementasi strategi;

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009
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Lampiran 2

c. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung |1 2 3 4 5 6 7
jawab untuk mengendalikan implementasi
Renstra;

d. Pengendalian pelaksanaan Renstra; 1 23 45 67

e. Pengukuran kinerja atas implementasi rencana|l 2 3 4 5 6 7
kerja dan anggaran.

4.5. | Menurut anda, sejauh mana kepentingan/usulan

dari berbagai pihak telah dipertimbangkan untuk

hal-hal sebagai berikut :

a. Aspek-aspek yang harus dikendalikan dalam |1 2 3 4 5 6 7
Renstra;

b. Standar yang digunakan sebagai dasar penilaian |1 2 3 4 5 6 7
implementasi strategi;

c. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung|1 2 3 4 5 6 7
jawab untuk mengendalikan implementasi
Renstra;

d. Pengendalian pelaksanaan Rensira; 1 2 3 45 6 7

e. Pengukuran kinerja atas implementasi rencana |1 2 3 4 5 6 7
kerja dan anggaran.

Mohon komentar/saran anda menyangkut proses pengendalian (control)

penyusunan Renstra :

13
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Menurut anda, seberapa jelaskah/diketahui pihak-

S A e S areEy

pihak terkait , mekanisme sebagai berikut :

a. Evaluasi pelaksanaan Renstra;

b. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung
jawab untuk mengevaluasi implementasi
Renstra;

c. Sistem reward dan punishmenf yang spesifik
berkaitan dengan pencapaian target;

d. Hasil review dan evaluasi implementasi
Renstra, digunakan sebagai masukan untuk
periode perencanaan berikutnya;

e. Evaluasi kinerja atas inplementasi rencana kerja
dan anggaran;

f. Identifikasi kesenjangan (gap) kinerja antara
realisasi dan target.

T T

Lampiran 2

,_l
N
W W
TN

~] =7

5.2.

Menurut anda, sejauh mana setiap unit mematuhi
ketentuan formal (Peraturan per-UUan, aturan
internal, SOP, dll) mengenai :

a. Evaluasi pelaksanaan Renstra;

b. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung
jawab wuntuk mengevaluasi implementasi
Renstra;

c. Sistem reward dan punishment yang spesifik
berkaitan dengan pencapaian target;

d. Hasil review dan evaluasi implementasi
Renstra, digunakan sebagai masukan untuk
periode perencanaan berikutnya;

e. Evaluasi kinerja atas implementasi rencana kerja
dan anggaran;

f. Identifikasi kesenjangan (gap) kinerja antara
realisasi dan target.

|

5.3.

Menurut anda, apakah terdapat ketentuan
(Peraturan per-UUan, aturan internal, SOP, dl)
tentang mekanisme pertanggungjawaban
mengenat:

a. Evaluasi pelaksanaan Renstra;

b. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung
jawab untuk mengevaluasi implementasi
Renstra;

c. Sistem reward dan punishment yang spesifik
berkaitan dengan pencapaian target;

d. Hasil review dan evaluasi implementasi
Renstra, digunakan sebagai masukan untuk
periode perencanaan berikutnya;

e. EBEvaluasi kinerja atas implementasi rencana kerja

1 2 3 4

=1~
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Lampiran 2

dan anggaran;
f. Identifikasi kesenjangan (gap) kinerja antara
realisasi dan target.

[ dan anggaran;
f. Identifikasi kesenjangan (gap) kinerja antara|l 2 3 4 5 6 7
realisasi dan target.
5.4. | Menurut anda, sejauh mana obyektifitas dalam :
a. DBvaluasi pelaksanaan Renstra; 1 2 3 4 5 6 7
b. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung|{l 2 3 4 5 6 7
jawab untuk mengevaluasi implementasi
Renstra;
c. Sistem reward dan punishmenf yang spesifik |1 2 3 4 5 6 7
berkaitan dengan pencapaian target;
d. Hasil review dan evaluasi implementasi|1 2 3 4 5 6 7
Renstra, digunakan sebagai masukan untuk
periode perencanaan berikutnya;
e. Evaluasi kinerja atas implementasi rencanakerja |1 2 3 4 5 6 7
dan anggaran;
f. Identifikasi kesenjangan (gap) kinerja antara{l 2 3 4 5 6 7
realisasi dan target.
5.5. | Menurut anda, sejauh mana kepentingan/usulan
dari berbagai pihak telah dipertimbangkan untuk
hal-hal sebagai berikut :
a. Evaluasi pelaksanaan Renstra; 1 23 45 6 7
b. Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung|1 2 3 4 5 6 7
jawab untuk mengevaluasi implementasi
Renstra;
c. Sistem reward dan punishment yang spesifik |1 2 3 4 5 6 7
berkaitan dengan pencapaian target;
d. Hasil review dan evaluasi implementasi|1 2 3 4 5 6 7
Renstra, digunakan sebagai masukan untuk
periode perencanaan berikutnya;
e. Evaluasi kinerja atas implementasi rencana kerja |1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 45 6 7

Mohon komentar/saran anda menyangkut proses
penyusunan Renstra :

evaluasi

(evaluntion)

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009
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Lampiran 3

o

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER AKUNTANSI

B T B TS ey o P N TINPEY:

KUESIONER GOOD GOVERNANCE
ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN
__INSPEKTORAT JENDERAL DESDM

Ewnl i enT s, reas LR -y

Kuesioner ini dimaksudkan sebagai alat untuk mengevaluasi penerapan sistem
governance (governance system) dalam aspek manajemen keuangan di lingkungan
Ien DESDM. Sebagai panduan pengisian kuesioner diberikan penjelasan-
penjelasan penting yang perlu diketahui, yaitu :

1.
2.

3.

Sistem skoring yang digunakan dalam pengisian kuesioner;

Definisi-definisi operasional yang perlu diketahui dalam pengisian identitas
responden maupun pengisian kuesioner;

Unit yang dimaksud dalam kuesioner merupakan Unit Eselon I, Eselon II,
Eselon II1, Eselon IV.

SISTEM SKORING DALAM KUESIONER

Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan aspek
manajemen keuangan yang selama ini berjalan di lingkungan Ifjen DESDM.
Kuesioner ini terdiri dari 4 (empat) bagian, yaita : forecasting, budgeting,
accounting, dan reporfing. Jawablah berdasarkan kondisi sesungguhnya,
BUKAN berdasarkan bagaimana seharusnya (kondisi ideal). Silahkan dijawab
dengan sejujur-jujurnya, semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan tidak
akan diungkapkan kepada siapapun. Pilihan jawaban adalah skala 1 sampai
dengan 7, dengan ketentuan sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7
Tidak jelas sama Belum jelas Sebagian besar Tidak Sebagian besar Telah jelas Telah jelas
sekali belum jelas memberikan telah jelas seluruhnya
pendapabiTidak
tahu
Tidak dipaiuhi Belum dipatuhi Sebagian besar Tidak Sebagian besar | Telah dipatuhi | Telah dipatuhi
samna sekati belum dipatuhi memberikan telah dipatuhi seluruhnya
pendapat/Tidak
lahu
Tidak ada sama Belum ada Sebagian besar Tidak Sebagian besar Ada dan Ada dan ielah
sekali belum ada mermberikan ada lengkap sempurna
pendapatiTidak namun belum
tahu SEMpUrna
Sangat lidak Tidak obyeklif Sebagian besar Tidak Sebagian besar Obyeklif Sangat
obyekkf tidak obyektif memberikan cbyeklif cbyektif
pendapatiTidak
tahu
Sangat tidak Tidak Sebagian besar Tidak Sebagian besar Telah Telah
dipertimbang- dipertimbang- tidak memberikan telah dipertimbang- | dipertimbang-
kan kan diperlimbang- pendapatiTidak diperlimbang- kan kan
kan tahu kan seluruhnya
1
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Lampiran 3

2. DEFINISI-DEFINISI OPERASIONAL YANG DIGUNAKAN DALAM

KUESIONER

A. Governance System :

Governance system terdiri dari 4 {(empat) tahapan yang berkesinambungan
dan membentuk siklus, seperti digambarkan dalam diagram dibawah ini :

2. BUDGETING
¥.

PROCESS

INETIATION

-

S
1. FORECASTING
3

r

4LS. ACCOUNTING

CUTCOME

R L T

I
4,

REPORTING

1. Forecasting merupakan tahap awal dari proses manajemen keuangan,
yaitu penyusunan peramalan yang akan digunakan untuk tahap
berikutnya (budgeting)

2. Budgeting adalah proses tersusunnya anggaran, yang merupakan
cerminan besaran rupiah yang akan dikeluarkan untuk merealisasikan
kegiatan/ program kerja.

3. Accounting merupakan proses pengelolaan administrasi atas realisasi
anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Reporting adalah proses penyusunan laporan realisasi dari anggaran,
termasuk selisih (variance) antara realisasi dengan yang direncanakan
dalam anggaran.

B. Pertimbangan obyektif yaitu pertimbangan yang didasarkan pada
kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlakuy,
berorientasi pada nilai-nilai kejujuran, etika yang baik serta sikap yang
professional.

BERDASARKAN PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER DAN
DEFINISI-DEFINISI OPERASIONAL DIATAS, SILAHKAN
ANDA MELENGKAPI DATA RESPONDEN PADA KOLOM

YANG TERSEDIA, KEMUDIAN MENGISI KUESIONER INL

ATAS PARTISIPASI ANDA KAMI MENGUCAPKAN
TERIMA KASIH
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Lampiran 3

A. IDENTITAS RESPONDEN

Unit Eselor ... Insp-:ektorat ...........
Bagian ..................

Sub Bagian ............

B. KUESIONER

1. | Sejauh mana anda mengetahui mekanisme tentang
proses Manajemen Keuangan :

a. Forecasting

b. Budgeting

c. Accounting

d. Reporting

PO G U
N R N R
LW W W
ISR
U1 Ul a1 ;
Lo == N
NN NN

2. | Menurut anda, sejauh mana setiap unit mematuhi
ketentuan formal (Peraturan per-UUan, aturan
internal, SOP, dll) dalam :

Forecasting

Budgeting

Accounting

Reporting

p.n g p
e e et
RN N R
W W W W
1 TSN N
NN Ao
o Oy O ON
NN NN

3. | Menurut anda, apakah terdapat ketenfuan
(Peraturan per-UUan, aturan internal, SOP, dli)
tentang mekanisme pertanggung jawaban sebiap
unit dalam :

a. Forecasting

b. Budgeting

c. Accounting

d. Reporting

P g G Y
NN NN
WL W W
B s e
LS NGRS
Oy O O O
NN N T

4. Menurut anda, apakah penentuan
parameter/indikator ~ (IKU)  berikut  telah
mempertimbangkan usulan-usulan unit terkait :
Forecasting

Budgeting

Accounting

. Reporting

oo g
P Y
NN NN
U W W
N S
oG
o e W o e
SN IS BN BN

5. | Menurut anda, apakah penentuan
parameter/indikator (IKU) berikut telah dilakukan
secara obyektif :

a. Yorecasting

b. Budgeting

c. Accounting

d. Reporting

o
[ I o L N T
LW W W
LN N
UGt W,
s = s o 8
NN NN
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Mohon komentar/saran anda menyangkut proses forecasting :

Mohon komentar/saran anda menyangkut proses budgeting :

Mohon komentar/saran anda menyangkut proses accounting :

Mohon komentar/saran anda menyangkut proses reporting :
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Di.tribusi Frekuensi
Skor Rata-Rat:: fungsi Perencanaan Strategis
dan Skor F.zta-Rata Per Aktivitas Utama

Larnpiran 4

Deskripsi Statistik

Governance Proses Perencanaan Strztegis

Governence Proses Peroncanaan Sirategis

& Pgramate P iy ST NITEIEE - 5a8(vV alid . Perderit . =
Mean 4,34 s
Minimum 2,37 2
Maksimum 6,00 =
St. Deviasi 0.94
6.00 - 7.00 Sangat baik 270
500 - 599 Baik 32.43
400 - 4.99 Cukup 21,63 B.OD - 7,00 500 - 559 4.00 - 498 <400
< 4.00 Kurang 43,24 skela
Taotal 100.00 - S
E Governance Proses Perencanaan Slralegis
I -
Govamence Tahap Perslapan
Deskripsi Stztistik )
Governance Taha > Persiapan |
“ArRaramatenaB| 2T irRNIF SiaEe [rValld'Percent. ' ;
Mean 4,70 ] ]
Minimum 213 : ]
Maksimum €.00 | i
St. Deviast - 14 !
6.00 - 7.00 Sar gal baik 270
500 - 599 Baik 3243
4.00 - 499 Sukup 16,22
< 4,00 furang 48,65 skala
Total 100,00 e x -
’ El Governance Tahap Persiapan
Govarnance Tahap Parumusan
Peskripsi Statistlk 40,00
Governance Tahap Perumusan as5,m
— _ _ 30,00
raeRaramatendal  BREGAENIELe S ValldIRercent: T 25,00 I
Mean 4.47 § 20.00
Minimumn 2,88 % 1500 I
Maksimurn 6,04 = :olx
5t. Deviasi 0,95 5'00 _
6.00 - 7.00 Sangal baik 8,11 ' : ey
5.00 - 589 Baik 27,03 0.00 - N
400 - 4069 Cukup 2972 GO0 - 7.00 500 - 599 400 - 499 <400
<4.00 Kurang 35.14 akala
Tolal 100,00 - - - .
[ Govemance Tahap Perumusan

]
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Governance Tahap Prrakagnaan

Deskripsi Statistik
Governance Tahap Pelaksznaan

AN Pardmatersdy [T NI Al iagg 1ivalld ' Pereents =
Mean 4,39 g
Minimum 2,16 . ]
Maksimum 5,00 =
St. Deviasi 1,03
6.00 - 7.00 Sangal baik 2,70
5.00 - 599 Batk 44,54
4.00 - 4.99 Cukup 21,62 600 - 700 500 - 5994.00 - 499 <400
< 4,00 Kurang 3514 skala
Tolal 100,00 .
V Et Governance Tahap Pelaksanaan

Deskripsi Statistik 40,00
Governance Tahap Pengendalian 35,00
] G 30,00
AR RIS 2 2500
M?a." 4.40 g 2000
Minimum 2.16 B e 00
Maksimum 6,00 i ml z
St. Deviasi 1,01 00 1
6.00 - 7.00 Sangal baik 2,70 5.00 1=
5.00 - 5.99 Baik 37.84 0.00 =
400 - 400 Cukup 2162 600 - 7.00 500 - 583 400 - 499 <4.00
<4.00 Kurang 37,84 Ehala
Total 100,00 i . &
‘ L B Governance Tahap Pengendalian
| = - -
! Governance Tahap Evaluaal
Deskripsi Statistik

Governance Tahap Evaluasi

e Paraiiater » 5|25 maBNNai e S IV 5
Mean 4,22 g
Minimum 2,03 e
Maksimum 6,00 =
St. Deviasi 0,99
6.00 - 7.00 Sangat baik 2,70
500 - 599 Baik 29,73
4.00 - 4.99 Cukup 18,52 G600 - 7.00 500 - 5.00 400 - 496 «<4.00
< 4,00 Kurang 48,65 skala
Tolal 100.00

r B Governance Tahap Evaluas:
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a. Deskrips| Statistlk Parameter Good Governance

Lampiran 4

Deskripsi Statlstik
Transparency dalam Seluruh Aktivitas Utama

Transparency datam Seluruh Aktlviias Utams

eMalld:Parcent: 5
Mean 4,32 : g
Minimum 2.3 | E
Maksimum 6,00 y =
S1. Deviasi 0,97 ;
6.00 - 7.00 Sange! baik 270 I
5.00 - 5.99 Baik 37.84 ‘ '
4.00 - 4.99 Cukup 24.32 i 0.00 - 700 500 - 569 400 - 469 <400
< 4.00 Kurang 35,14 | shala
Talal 100,00 I . . i .
i
| ! E Transparency dalam Seluruh Aklivitas Utama :
Accountabliity dalam Seluruh Akdlvitas Uiama I'
Deskrips] Statistik 45,00 '
Accountability dalam Seluruh Aktivitas Ulama 40.00
25,00 5 :
A Paramatera | RE TRabINIL Rt VAl PETEant! < 30,00 i
Mean 4.33 £ 2500 |
Minimum 2,59 £ 000
Maksimum 6.00 = 1500 ,
5. Deviasi 0,94 10.00 :
6,00 - 7.00 Sangat baik 2,70 5,00 ;
5.00 - 5.99 Baik 35,14 .00 i
300 - 4.99 Cukup 21.62 800 - 700 50 - 5.83 4.00 . 488 < 4.00 '
< 4.00 Kurang 40,54 sknla K
Total 100,00 — - CHp— —— '
i DAccounlability dalam Seluruh Aktivilas Ulama :
[ . . i _ ! ,
Rraponsiblilty dafam Selumuh Akilvites Utsma ’
|
Deskrips| Statistik 40,00 i
Respansibility dalam Selurvh Aktivitas Utama 35,00 I
30,00 {5 .
[EEParamatat s | o0 NHa IR 6 NalldiEarcent 7 2500 i
Mean 4,32 § 5000 i
g v ]
Minirmum 2.1 ‘E‘ e ;
Maksimum 6.00 ay :
SL Deviasi 0,98 Lo
6.00 - 7.00 Sangal baik 2,70 500
5.00 - 5.99 Baik 29,73 0,00
4.00 - 4.99 Cukup 2973 600 - 700 500 - 593 4.00 - 459 <400
< 4,00 Kurang 37,84 akala '
Total 100,00 — - - . — . L !

‘V B Responsibility dalam Seluruh Aktivilas Ulama '
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Desksrips| Statlatik

Independence dalam Seluruh Aktlvilas Mama

s Paramataiz?] ety Sl NIAL SR80 (iMal ld Pareaht
Mean 4,40
Minimum 2.41
Maksimum 6,04
SI. Daviasi 1,07
8,00 - 7.00 Sangal baik 5.41
5.00 - 5.63 Baik 35,13
400 - 4.99 Cukup 16,22

< 400 Kurang 43.24
Folal 100,00

Indepandence dalam Seluruh Aktlvitas Uiama

frekuonal

800 - 700 50D - 595 400 - 422
akaln

O Independence dalam Selurch Aktivilas Wama i !

Deskrips| Statistik

Falrness dalam Seluruh Akfivitas Utama

S ParAmateTa | i - NIAI, e |-V alld Percent
Mean 4,30
Minimum 2,21
Maksimum 6,00
51 Daviasi 0,96
5.00 - 7.00 Sangat baik 270
5.00 - 599 Baik 29,73
4,00 - 4.99 Cukup 27,03

< 4.0 Kurang 40.54
Tolal 100,00

frekuansl

skala
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b. Deskripsi Statistik Tahap Persiapan

Lampiran 4

Deskripsi Statistik

Transparency dalam Tahap Perslapan

Transparency dalam Tahap Paralepan

JEParamater: s ENIRRTS Valld:Rerehn 5
Mean 4,32 g
Minimum 1,60 B
Maksimum 6,00 =
St Deviasi 0,98
6.00 - 7.00 Sangat bail/Outstanding 16,22
5.00 - 599 Baik 27,03 ! -
400 - 499 Cukup 13.51 5 8.00 - 700 500 - 599 400 - 459 < 4,00
< 4,00 Kurang 43,24 skala
Total 100.00 r 3 . _
i l B Transparency dalam Tahap Persiapan
Accountabllity dalem Tahap Peralapan
nm
Deskrips! Statlstik

Accountabllity dalam Tahap Perslapan wm
Mean ; S
Minimum 2,00 5
Maksimum 6,00 = -
St Deviasi 1,07
6.00 - 7.00 Sangal baik/Outstandin 13,51 ! w#m
5.00 - 599 Baik 18,92 }
4.00 - 4.99 Cukup 13,51 ! o = - F— T
= 1a|( 4.00 Kurang £4.05 ] skala

0

B Accouriability dalam Tahap Persiapan

Deskripsl Statistlk

Responsibility dalam Tahap Persiapan

A Paramate g IMIET SiValldiBercent)

Mean 4,15

Minimum 1.00

Maksimum 6,00

St Deviasi 0,99

5.00 - 7.00 Sangat baik/iQutstandin 13,51

500 - 599 Baik 24,32

400 - 499 Cukup 24,32
<4.00 Kurang 37.84

Total 100,00

frakuansl

Responsibility dalam Tahap Perslapan

im-Tm

B Responsibility dalam Tahap Persiapan
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Deskrips| Statlstik
Independence dalam Tahap Perumusan

EEEE valldiBgrcent,

Mean 4.50
Minimum 2,00
Maksimum 6,60
St Daviasi 1,068
6.00 - 7.00 Sangat baik 10,81
5.00 - 5.99 Baik 35,14
4.00 - 4.99 Cukup 21,62

<400 Kurang 32,43
Tolal 100,00

Indepondence dalarn Tahap Parumusan

frokucnal

8.00 - 7.00 500 - 599 400 - 499 “4.00
skala

ElIndependence dalam Tahap Perumusan

- |

Deskripsi Statistik
Fairness dalam Tahap Parumusan

G matdnyes i :[AVEildIPercent]

Mean 4,55
Minimum 2,60
Maksimum 6,20
St Deviasi 1.17
6.00 - 7.00 Sangat baik 10,81
500 - 5.89 Baik 29,73
4.00 - 4.99 Cukup 27,03

<4.00 Kurang 32,43
Total 100,00

)

Falmess dalam Tahap Porumusgn

frakuansl

0,00 FREIEEELS : '
800 - 700 500 - 559 400 - 489 <400
skala

e e ..

l @ Faimess dalam Tahap Perumusan

[
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c. Deskripsi Statistik Tahap Perumusan

Lampiran 4

Deskrips] Statistik
Transparency dalam Tahap Perumusan
sParamateriar Ak ces NI lalEREE: 7| tValld-Rércent:

Mean 4,39
Minimun 2.40
Maksimum 6,00
St. Deviasi 0.99
6.00 - 7.00 Sangat baik 2,70
5.00 - 5.99 Baik 32,43
4,00 - 4.99 Cukup 37.84

<4.00 Kurang 27.03
Total 140,00

frekuonsl

e -

Tranaparency dalam Tahap Perumusan

5.00 - 700 5.00 - 590 4.00 - 489
skala

i @ Transparency dalam Tahap Perumusan

Accountabllity dalam Tahap Perumusan

Deskripsi Statistik 40,00
Accountabllity dalam Tahap Perumusan 3500 12
20,00 {£
TPAPatama N K[ SVANGILeTEanE: ¥ 2500 1B
Mean 4.44 ]
— = 20,00
Minimum 2,90 ® il
Maksimurn 5,30 -
St. Deviasi 1.07 10.00
6,00 - 7.00 Sangal baik 10,81 5.00
5.00 - 5.99 Baik 32,43 0,00 =
4,00 - 4,99 Cukup 21,62 ' 8.00 - 7.00 500 - 599 4.00 - 48 <400
< 4.00 Kurang 35.14 | skala
Tatal 100,00 s — W
! O Accountability dalam Tahap Perumusan
s :
Rosponsibllity dalam Tahap Perumusan
Deskripsi Stalistik

Responsibllity dalam Tahap Perumusan

SR PAEMats R S aReeT NIl TValdpercant) -

Mean 4,46 §

Minimum 5,00 ‘E‘

Maksimum 2,80 e

St. Deviasi 0.99 ‘

6.00 - 7.00 Sangal baik 2.70

5.00 - 5.99 Baik 4585 ‘

400 - 499 Cukup 18.92 H 8.0C - 700 500 - 599 4.00 - 499 < 4.00

<4.00 Kurang 3243 l skala

Total 100,00 \ — —
| L I Responsibility dalam Tahap Perumusan
| I . . )
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Lampiran 4

Deskripsi Statlstlk
Independence dalam Tahap Perumusan

A Baramaters | SR NIlaly R ValidiPercent
Mean 4,50
Minimum 2,00
Maksimum 6,60
St. Deviasi 1,08
6.00 - 7.00 Sangal baik 10,81
5.00 - 589 Baik 35,14
4.00 - 4.99 Cukup 21,82

< 4.00 Kurang 32,43
Total 100,00

frakuans|

600 . 700 500 - 585 4.00 - 499 <400
skala

G Independence dalam Tahap Perumusan

Deskrips| Statisttk
Fairness dalam Tahap Perurnusan

MalldiPercent

Mean 4,55

Minimum 2,60

Maksimum 6,20

St Deviasi 117

6.00 - 7.00 Sangat baik 10,81

5.00 - 599 Baik 29,73

4.00 - 4.99 Cukup 27.03
< 4.00 Kurang 32,43

Total 100,00

L Bl Faimess dalam Tahap Perumusan i

35,00
30.00
25.00
20,00 4
15,00
10.00

5.00

0,00 2 3
600 - 700 500 - 599 400 - 450 <400
skala

froekuans|
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d. Deskripsi Statistik Tahap Pelaksanaan

Lampiran 4

Deskripsi Statistik

Transparency dalam Tahap Pelaksanaan

Tranaparency dalam Tahap Polak=anaan

B A ClE] PR s NIAI R S VAl Percsnt: =
tean 4,36 §
Minimurm 1,80 t
Maksimum 6,40 -
St Deviasi 117
6.00 - 7.00 Sangat baik 5.41
5.00 - 5.99 Baik 45,94
400 - 499 Cukup 18,82 B.00 - 7.00 500 - 588 400 . 489 < 400
< 400 Kurang 29,73 skala
Total 100,00 r .
' O Transparency dalam Tahap Pelaksanaan
| [N _ . _ [
Deskripsi Statistlk
Accountability dalam Tahap Pelaksanaan
Paratig IE]] Salld Rercants; =
Mean 4,44 §
Minimum 2,60 5
Maksimum 5,40 i F
St. Deviasi 1,11
6.00 - 7.00 Sangal baik 8,11
5.00 - 5.89 Baik 45,95
4,00 - 4,99 Cukup 13,51
< 4.00 Kurang 32,43
Total 100.00 ; \
Roaponsibliity dalam Tahap Polakaanaan
Daskripst Statistik 40,00
Responsibility dalam Tahap Pelaksanaan 35,00
30,00
¥ 3 Rammate e [Aamia Nilan i astvalidiBeréant T 2500
Mean 4,36 E 20,00
Minimum 2.00 -
Maksimum 6,20 : 13'33 '
St. Deviast 1.07 '
6.00 - 7.00 Sangat baik 8,11 5.0
500 - 5.99 Batk 37,83 0.00
4.00 - 4.99 Cukup 16,22 8.00 - 7.00 500 - 599 4.00 - 492 <400
< 4,00 Kurang 37,84 skala
Total 100.00

Ll Responsibility dalam Tahap Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan

..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



Lampiran 4

Indepandence dalam Tahep Pelaksanaan

Deskripsl| Statistik 40,00
Independence dalam Tahap Pelaksanaan 35.00
30,00
% Raramaters 2 [ LA NilalZEpe= [ivalld: Parcant, = 2500
Mean 4,54 § 20.00
Miimum 2.00 E 15'00
Maksimurm 6,40 =
S1. Deviasi 1,21 10,00 -
6.00 - 7.00 Sangal baik 13.51 S.00
500 - 5.99 Baik 37,84 0,00
4.00 - 4.99 Cukup 24,32 6.00 - 7.00 500 - 580 400 - 489
<4.00 Kurang 24,33 shala
Total 100,00 .
F EIndependence dalam Tahap Pelaksanaan
Falmess dalam Tahap Pelakesnaan
Deskripsi Statistlk 40,00
Fairness dalam Tahap Pelaksanaan 35,00
30,00
Mean 4,25 5 2000
Minimurn 2,20 =
Maksimum 6,00 £ 3800
St. Deviasi 1,01 jo.00
6.00 - 7.00 Sangat baik 270 5.00 12
5.00 - 5,99 Baik 37,84 0.00 *
400 - 499 Cukup 2432 BOO - 7.00 5.00 - 599 4.00 - 489
<4.00 Kurang 35,14 skala
Total 100,00 3 -

[ Fairness dalam Tahap Pelaksanaan !
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e. Deskripsi Statistik Tahap Pengendalian

Lampiran 4

Transparency dalam Tahep Pengendallan

Deskripsi Statistik
Transparency dalam Tahap Pengendalian
B Eardm At B SE s NI Rl 2l aValld REveenty
Mean 4,32
Minimum 2,00 :
Maksimum 6,60 :
St. Deviasi 1,11
6.00 - 7.00 Sangat baik 8,10
500 - 599 Baik 35,14 =|
4.00 - 4.99 Cukup 18,92 €00 -TO0  SOD-580  d00-4E <ato I
<4.00 Kurang 37.84 : -
Total 100,00 R - . .
: ] @ Transparency dalam Tahap Pengendalian
| L 5 - - - i
i

Deskrips| Statistik
Accountability dalam Tahap Pengendalian

Minimum 2,00

Maksimum 6.00

St. Deviasi 1,10

§.00 - 7.00 Sangat baik 13,51

500 - 599 Baik 3514

400 - 499 Cukup 18,92
< 4.00 Kurang 32,43

Total 100.00

Accountabllity dalam Tahap Pengandalian

frekumnsl

S -5W 400 - 493
shalp

Bl Accountability dalam Tahap Pengendalian

Deskripsi Statistik

Responsibility dalam Tahap Pengendalian

Reaponsibiiity dafam Tahap Pengendallan

SEETSINalBaEEs avalldibercent)| :
4,45 E .
Minimum 2,00 H )
Maksimum 5,00 :
51, Daviasi 1,16 :
6500 - 7.00 Sangat baik 16,22 '
500 - 5.99 Baik 2973 : ;
4.00 - 4.99 Cukup 21,62 400 -TOD  SD0.-S0p 400 - 43 camn .
< 4,00 Kurang 32,43 stals i
Total 100,00 _ _ o - !
' & Responsibility dalam Tahap Pengendalian :
; L - L S B
I . .. . . . !
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Deshripsi Statistlk

Independence dalam Tahap Pengendallan

Lampiran 4

Indopondence dalam Tahap Pengondallan

{ @ Independence dalam Tahap Pengendalian

g [alldiRErCent

Mean 4,45
Minimum 2,20
Maksimum G,40
St. Deviasi 1,15
6.00 - 7.00 Sangat haik 10.81
500 - 5.99 Baik 40,54
4.00 - 4,99 Cukup 16.22

< 4.00 Kurang 32,43
Tolal 100,00 i

|
I B .
Deskripst Statistik
Falrness dalam Tahap Penpendalian

rafgate e i T ReTcenty
Mean 4,37
Minimum 2,20
Maksimum 6,00
St. Deviasi 1,08
6.00 - 7.00 Sangat baik 10,80
5.00 - 5.99 Baik 37,84
4.00 - 4.99 Cukup 16,22

< 4,00 Kurang 35,14
Tolal 100,00

|

Falrness dalam Tahap Penpgendalian

Fairness dalam Tahap Pengendzlian !
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f. Deskripsi Statistik Tahap Evaluasi

Larmpiran 4

Transparency dalarn Tahap Evaluasi

Transparancy dalam Tahap Evaluasl

Accountability dalam Tahap Evaluasi

B Param tBrERE | A R N a A e [ Val [d [P ent!

L& Paramaters. | enass Nifa st er | valldiPercent) =
Mean 4,18 s
Minimum 217 2
Maksimum 6,00 =
St Deviasi 1.01
6.00 - 7.00 Sangal baik 5,40
5.00 - 599 Baik 27.03
4.00 - 4.99 Cukup 27.03
<4.00 Kurang 40,54 skala i
Total 100,00 ey . .
L E Transparency dalam Tahap Evaluasi
Aceouniabliily dalam Tahap Evaluasl
Deskripsi Statlstik

Mean 4,21 ;5‘
Minimum 2,17 £
Maksimum 6,33 i
St. Deviasi 1.08
6.00 - 7.00 Sangal baik 540
5.00 - 599 Baik 35,14
4.00 - 4.99 Cukup 21,62 B.00 - 700 500 - 500 4.00 - 4.99 <4,00
< 4.00 Kurang 37.84 skafa
Total 100,00 .- - -
O Accountability dalam Tahap Evaluasi | ;
Reapansiblllty dalam Tahap Evaluasl
Deskripsi Statlstik 40.00
Responsibility dalam Tahap Evaluas| 35,00
20,03
SR aram dte Ak | w1 = ShtNITA IR SValld:Barcenty 5 2500 {¥
Mean 4,23 s 20,00 £
Minimum 2,00 g ..
Maksimum 6,00 = 1990 :
Sl. Deviasi 1,08 10,00 |
6.00 - 7.00 Sangal baik 5,40 5,00 -
5.00 - 5.89 Baik 37,84 0.00 - T
400 - 499 Cukup 18,92 BOO - 7.00 5.00 - 599 400 - 489 <400
< 4.00 Kurang 37,84 okala
Tolal 100,00 —

&l Responsibility dalam Tahap Evaluasi

R

Evaluasi pelaksanaan

..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



Deskripsi Statlstik

Indepandance dalam Tahap Evaluasi

[EZ:RaTEmatera R w e znNIE valid;Refcent]
Mean 4,24
Minimum 1,83
Maksimum 8,50
St Deviasi 1,17
§.00 - 7.00 Sangal baik 3.1
5.00 - 5.99 Baik 32,43
4.00 - 4,99 Cukup 16,22

< 4.00 Kurang 43.24
Tatal 100,00

frekucnal

Lampiran 4

Indapondence dalam Tahap Evaluasi

600 - 7.00 5.00 - 569 400 - 4.99

skala

B Independence dalam Tahap Evaluasi

Deskripsi Statistik

Faimess dalam Tahap Evaluasi

422

iVatldiEgicaht

Minimum 1,83

Maksimum 6,00

St Daviasi 1.11

5.00 - 7.00 Sangat batk 8.1

500 - 599 Baik 29,73

4.00 - 4.599 Cukup 21,62
<4.00 Kurang 40,54

Total 100,00

frokuensl

45,00
40,00

3500
20,00 |2
25,00 2
20,00

15,00 15
10,00 £

500
0,00

Falmess dalam Tahap Evaluasl

B.0D - 700 500 - 599 4.00 - 4,89

skala

ElFaimess dalam Tahap Evaluasi |
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Lampiran 5

Distribusi Frekuensi
Skor Rata-Rata Fungsi Manajemen Keuangan
dan Skor Rata-Rata Per Aktivitas Utama

—
! Govemance Proses ManaJemen Keuvangan
\
Deskrips] Statistik k 80,00
Governance Proses Manajemen Keuangan | 5000
55 Paramaterdi=] - TL AR LANIAIERS =Valid:Parcent | | v 4000
Mean 4.50 5 000
Minimum 3.05 ’E‘ L )
Maksimum 6,05 T 2000 5 ‘
St. Deviasi 0,78 .00
B.00 - 7.00 Sangal baik B,25 TR
500 - 599 Balk 25,00 0,00
4.00 - 4.99 Cukup 50,00
< 4.00 Kurang 18,75
Tatal 100,00 — B
Ir B Governance Proses Manajemen Keuangan :
|
Deskripsi Statistik
Governance Tahap Forecasting
b ATarale | A RN SR AV Al Rercen < '
Mean 4,38 g
Minimum 2,40 ? .
Maksimum 5,80 = !
5t, Deviasi 0,92 :
6.00 - 7.00 Sangal baik 0.00 , :
5.00 - 599 Baik 3,25 . ;
4.00 - 4.99 Cukup 37.50 ' 600 - 700 500 - 559 400 - 488 <400 :
< 4.00 Kurang 31,25 skala
Tatal 100.00 '

= & T
J O Govemance Tahap Forecasting :
|

Governance Tahap Budgetlng :
Deskrips] Statistik 50,00 [
Governance Tahap Budgeling 45,00 £ i
4000 1§ :
[ERaTamateneE | AN S S and/parcent] | 3 5004
Mean 4,38 S ::'m
— 3 2500
Mlmrr_lum 2,40 E 20,00 :
Maksimum 5,80 15,00 i
5. Deviasi 0,93 10,00 !
5.00 - 7.00 Sangat baik 0,00 500 '
5.00 - 5.99 Baik 31,25 000 ——
4.00 - 499 Cukup 43,75 6.00 - 7.00 500 - 590 4.00 - 499 <400 .
< 4.00 Kurang 25,00 skala '
Tatal 100,00 N I . l
t [ DGovemance Tahap Budgeting |

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



Lampiran 5

Governance Tahap Accounting

Deskrlpsi Statistik

§0.00
50,00

Governance Tahap Accounting

MR RArAm At e [ E AT Nt R (A ld . Péarcént = 40,00
Mean 4.56 g s000
Minimum 3,40 T
Maksimum 6,40 = 2000
5t. Deviasi 0,75
6.00 - 7.00 Sangat baik 6.25 1000
5.00 - 5.9% Baik 25,00 0,00
4.00 - 4.99 Cukup 56.25 6.00 - 7.00 500 - 590 400 - 488  <d4.00
<400 Kurang 12,50 wkata
Tolal 100.00 i
i B Govemnance Tahap Accounling
Governance Tahap Reporiing
Deskripsi Statistik
Goavernance Tahap Reporting
Mean 469 §
Minimum 3,80 B
Maksimum 6,80 B
St Deviasj 0.81
6.00 - 7.00 Sangat baik 6,25
5.00 - 5.99 Baik 25,00
4.00 - 4.99 Cukup 56,25
< 4.00 Kurang 12,50 skala
Talal 100,00 . .

E Governance Tahap Reporting
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a. Deskripsi Statistik Parameter Good Governance

Deskrips] Siatistik

Transparency Proses Manajemen Kevangan

4 Parsima t AR | TS TERegRt NI

sValld:Barcents

parency Prosea M

Lamplran 5§

B
Mean 4.77 g
Minimum 2.50 B
Maksimum 6,00 =
St Deviasl 1.12
6.00 - 7.00 Sangalbaik 16,75
5.00 - 599 Batk 50,00
4,00 - 499 Cukup 6,25 600 - 700 500-580 400 - 499 « 4.0
<4.00 Kurang 25,00 skala
Tolat 100,00 c ,
OTransparency Proses Manajemen Keuangan i
Accounlabllity Proass Manajeman Keuvangan
Deskripal Statistik 8000
Accountabllity Proses Manajemen Keuangan 50,00
B Pardmmatars sy = HETRES B2 iVElli:IIBh’it:”e*ﬁtl’ ® 40,00 §
Mean 4.868 &
Minimum 3.00 % Y
Makslmum £,25 < 20m
St. Deviasl 0,66 .
6.00 - 7.00 Sangat baik 6,25 v
500 - 590 Baik 56,25 0,00 e
4.00 - 4,99 Cukup 25,00 600 -7.00 500-588 400-483 <400
<4.00 Kurang 12,50 skala
Total 100.00 = -
L O Accouniability Proses Manajemen Keuangann |
[}
Respenalbility Proses ManaJemon Keuangan
Deskrips| Siatlstik 40,00 :
Responsibility Proses Manajemen Keoangan 315,00
33,00
ZRRaramateraT ) Aiien s Nl G T s | »Valld Percenti = 2500
Mean 497 g 20,00
Menimum 3,00 ] 15'“'
Maksimum 6,25 =
SL Deviasi 0.93 10,00
6.00 - 7.00 Sangat balk 25,00 5.00
500 - 5,99 Baik 37.50 Q0 ;
4.00 - 499 Cukup 25,00 800 - 700 500 - 589 4.00- 499 <4.00
<400 Kurang 12,50 skala
Tota! 100,00 R

IResponsibility Proses Manajemen Keuangan

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



Lampian §

Deskripsl Statlstik
Independence Proses Manajemen Keuangan
6. ParamaterzE |y 5 NIlal s arestss: HValld Perceont! E
Mean 4,05 g
Minimum 2,00 i
Maksimum 6.00 =
51. Deviast 1,26
6.00 - 7.00 Sangal batk 6,25
5.00 - 508 Baik 37.50
4.00 - 4.99 Cukup 25,00 GO0 - 700 500-599 400.499 < 4.00
< 4.00 Kurang 31,25 skala
Tolal 100,00 S s R .-
I—_L_ Dlndependence Proses Manajeman Keuangan ;
Faimess Proses Manajemen Kautngan
Deskripsl Statistik
Falmess Proses Manajemen Keuangan
P Pareiiaterna| B e Nl lld-Earcenty =
Mean 3.80 £
Minimum 2.00 ]
Maksimum 6.00 .
St Daviasi 1,22
6,00 - 7.00 Sangal baik 5,25 o
500 - 539 Baik 25,00 o=
4.00 - 4.98 Cukup 25,00 800 -700 500-58% 400 - 489 <4.00
< 4.00 Kurang 43,75 shals
Tolal 100.00

B Faimess Proses Manajemen Keuangan

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



b. Deskripsi Statistik Tahap Forecasting

Lampiran 5

Deskripal Stalistlk
Transparency Dalam Tahep Forecasting

Transparency Dalam Tahap Forecasting

TR araroatare: |9 £ Nifd Walld.Parcelit 1 |
Mean 4.44 g |
Minimum 1,00 E ;
Maksimum 6,00 = :
Si. Deviasl 1,59
8.00 - 7.00 Sangat baik 31,25
5.00 - 5.89 Baik 31,25 i
400 - 4.99 Cukup 5.25 BOG - 700 500-553 400 -499 <4.00
< 4,00 Kurang 31,25 wkala

Total 160,00 |

l [ Transparency Dalam tahap Forecasling :

- [ —
Deskrips] Statistik

Accountablility Datam Tahap Forecasting

AP, ateri EXIEg NIa| EV&IIH:R&@

Mean 4.81

MinImum 3.00

Maksimum 6,00

St Deviasi 1,05

6.00 - 7.00 Sangal baik 25.00

5.00 - 599 Baik 50,00

4.00 - 499 Cukup 6,25
<4.00 Kurang 18,75

Total 100,00

frekuensl

Deskrips( Statlstlk
Responsibliity Dalam Tahap Forecasiing

—

s\MalldP&Ercent:

Mean 4,53
Minimum 3.00
Maksimum 8.00
St Deviasi 1,06
600 - 7.00 Sangat baik 13,33
500 - 5.99 Baik 33,33
4.00 - 4.99 Cukup 6.57

<4.00 Kurang 26.67
Tolal 100.00

frekuonel

500 - 5.89
skaln

a.00 - 7.00 4.00 - 489

L B Responsiblity Dalam Tahap Forecasling !

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



Lampiran 5

Deskripsl Statistik 50.00
independence Dalam Tahap Forecasting ::-gg
Parama I3 R NDATRSE Qe | sV alid Poreant; g B0
Maan 4.00 E 3000
= 25,00
Minimum 2,00 € 20,00
Maksimum 6,00 = 1500
St. Deviasi 1.37 10,00 - =1 !
6.00 - 7.00 Sangat baik 18,75 500 [ar 1 ki = .l
5.00 - 589 Balk 18,75 0,00 ke Plagt sl
4.00 - 489 Cukup 18.75 60D . 7.00 500-599 400 . 489 <400
< 4.00 Kurang 4375 akaln
Tetal 100,00 | o _
. Bindependenca Dalam tahap Forecasiing i
Falmoss Dalam tahap Forscasting
Deskripsi 5iatlslik
Falmess Dalam tahap Forecasting
AT At e RS (P Nila] ValldEstcent. =
Mean 4,13 E
Min/mum 2,00 =
Maksimum 8,00 B
St Deviasl 1,41
6.00 - 7.00 Sangat baik 18.75
540 - 599 Baik 25,00
4.00 - 4.99 Cukup 25,00 600 -7.00 500-599 4ADD-4959 < 4,00
<4.00 Kurang 31.25 akaln
Tolal 100,00 s ol

EFairmess Dalam tahap Forecasting

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



. Deskripsi Statistik Tahap Budgeting

Lampiran §

Transparency Dalam Tahap Budgeting

Deskripsl Statlstik 40,00 0
Transparency Dalam Tahap Budgeting 5,00
30,00 H
e Pararafecik [SremSr i Nl a Walld!PaFednt] 3 2500 4
Mean 4,50 % 000
Minimum 2,00 s .
- & 1500
Maksimum 6.00 i}
SL Deviasi 1,37 100
6.00 - 7,00 Sangal baik 25 00 5,00 h
5.00 - 5.99 Baik 37.50 0,00 —
4.00 - 4.99 Cukup 12,50 800 -700 5D0-589 400 - 499 <400
<4.00 Kurang 25.00 skala
Total 100,00 r i FR
| B Transparency Dalsm Tahap Budgeting l
RS
Accountabllity Dalam Tahap Budgeting
Deskripsl Statlstik
Accountabliity Dalam Tehap Budgeting
el ateelsE AN 2lid. Parcent: =
Mean 481 s
Minimum 3,00 €
Maksimum 6,00 “
St Devias| 1.11
5.00 - 7.00 Sangal baik 31,25
5.00 - 599 Baik 37.50
4.00 - 4.98 Cukup 2,50 800-700 500-5%9 400-499 4.
<4.00 Kurang 18.75 sknln
Total 100.00 g . . i
T ;
! 0O Accounlability Dalam Tahap Budgaling
s -

Deskripsi Statistlk

Responslbllity Dalam Tahap Budgeting

&8 P aram ate i [ T el NIlaT 2 S S

ValldiPercent

Mean 475

Minimurm 3,00

Maksimum 6,00

St Deviasi 1,06

8.00 - 7.0D Sangal baik 25,00

5.00 - 5.99 Balk 43,75

4,00 - 4.99 Cukup 12,50
< 4.00 Kurang 18.75

Total 100,00

mkwonal

Responsibiiity Dalam Tahap Budgeting

a0a - 7.00

500 - 5.6%

400 - 4.99

skala

Gl Responsidily Dalam Tahap Budgeting

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



Lamplran 5

Degkripsf Statlstik | 40,00
Independence Dalam Tahap Budgeting \ 5,00
]! 20,00
' T 2500
5 2000
|
WMaksirmum 5,00 € 1500 ;
51 Deviasi 1,29 10.00 :
§00 - 7.00 Sangal balk 6,25 5.00
5.00 - 5.99 Daik 7,50 0,00
4.00 - 4.89 Cukup 18.75 800 - 7.00 500589 400 - 453 4,00
<4.00 Kurang 37,50 shalz
Tatal 100.00 N _ 1
Dindependence Dalam Tahap Budgeling
—_
Falmess Dalam Tahap Budgeling i
Deskrips| Statistk
Falrmeasa Dalam Tahep Budgeting :
StRarimiatern=E E JaValld'Parcant, =
Mean 3,87 g
Minimum 2,00 ] t
Maksimum 6,00 ) e
St Deviasi 128
[6.00 - 7.00 Sangal baik 18,75
500 - 555 Baik 12.50
4.00 - 4.99 Cukup 18.753 800 - 700 500-560 400 489 = 4.00 )
<4.00 Kurang 50,00 skala .
Tolal 100,00 R |

BIFaimess Dalam Tahap Budgeling

Evaluasi pelaksanaan..., Ahmad Syauqi, FEB Ul, 2009



d. Deskripsi Statistik Tahap Accounting

Lampiran 5

Deskripal Statistk

Transparency Dalam Tahap Accounting

I Raramater ds | SRl [IE]

Tranaparensy Dalam Tahap Accounting

#1iValld;RParcent; =
Mean 4,88 g
fMinmurn 3,00 °
Maksimum G,00 =
St Deviast 1.09
6.0¢ - 7.0 Sangal baik 31,25 i
5.00 - 5.99 Baik 43,75 2
4,00 - 4.99 Cukup 5,25 600 -7.00 500-59% 400- 489 < 4.00
< 4,00 Kurang 18,75 sknla
Total 100,00 o
L B Transparancy Dalam Tahap Accounting
Accountabllity Dalam Tahap Accounling
Deskripst Statistk
Accountabiliity Dalam Tahap Accounting
rPatamiater Nila FalldPercanty =
Mean 5.13 s
Minimum 3.00 s
KMaksimum 7,00 E
SL Deviasi 1.09
5.00 - 7.00 Sangat baik 43,75
5.00 - 599 Baik 25.00
4.00 - 499 Cukup 25,00 600 - 7.00 500 -599 400 - 4688 4,00
< 4.00 Kurang 8,25 skala
Tolal 100,00 . . S _
' B Accountabdity Dalam Tahap Accouniing ]
I
— .
Rosponsibility Dalarn Tahap Accounting
Deskripsi Statlstik
Responsibliity Dalarn Tzhap Accounting
e Paramaleria s NITE el iV alid Partent =
Mean 513 g
Ninimum 3.00 [
Maksimum 7.00 =
SL Daviasi 1,02
6.00 - 7.00 Sangzl baik 31.25
5.00 - 5499 Balk 56,25 -
4.00 - 489 Cukup 0.00 600 - 700 500-559 A0 - 4909 <400
< 4.00 Kumang 12,50 shaly
Totat 100,60 o

¥ Responsibility Dalam Tahap Accounling {
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Indepandencs Dalam Tahap Actounting

Lampiran 5

Deskripsl Statlstik 40.00
Independance Dalam Tahap Accounting 35,00
30,00
- = rr—— T ———

: WSS NI eI a2 | Vi Id. Parcent’ T 2500 .
Mean 4,00 B .
Minimum 2,60 g >0
Maksfmum .00 = 1500
St Deviasl 1,26 10,00
§.00 - 7.00 Sangat balk 5,25 500 ;

500 - 5.99 Baik 37.50 0.00 : e
4.00 - 4.89 Cukup 25,00 600 -7.00 500-550 400 - 489 < 4.00
<4.00 Kurang 31,28 skula
Tolal 100.00 -
‘ Olndependence Dalam Tahap Accounling l
Falmess Calam Tahap Accounilng
Deskripsk Statlstik
Faimess Dalam Tahap Accounting
PaTapateriis I WalldiRercent) %
Mean 3,69 §
Minimum 2.00 -‘é
Maksimum 8,00 R
St Deviasl 1,14
5,00 - 7.00 Sangat baik 6,25
5.00 - 599 Baik 18,75
4.00 - 4.99 Cukup 25,00 50D -7.00 500-590 400-495 <400
< 4,00 Kurang 50,00 skala
Total 100,00 _ .
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e. Deskripsi Statistik Tahap Reporting

Lampiran 5

Transparancy Dalam Tabap Reporting

Deskrips! Slallstlk 80,00
Transparency Dalam Tahap Repoerting 50.00 |
|@ -Bal"'a'fi'l'n'leE‘* TR RERR AN IIal S ORI |- Valld Pertent 3 40.00
Mean 5,25 H
, a0,
{Minimum 3,60 g *®
Maksimum 7.00 = 2000 .
St Deviaal 043 10.00 ;
8.00 - 7.00 Sangat baik 37.50 -
5.00 - 599 Baik 50,00 0,00
4,00 - 4.99 Cukup 6,25 500 -700 500-599 400-4%) <400
<4.00 Kurang 6,25 akala
Tolal 100,00 i . i . . )
'L O Transparency Dalem Tahap Repating i :
i
Accountabliity Dalam Tahap Raporiing
Deskripsl Statlstlk :

Accountabllity Dalam Tahap Reporting

Minimum 3.00
Maksimum 7,00
St Deviasl 0,96
6.00 - 7.00 Sangat baik 3,25
500 - 599 Balk 53,00
4.00 - 4599 Cukup 12,50
< 4,00 Kurang 6.25
Total 100.00

Trekuenst

500 - 563 400 - 488 <4.00
skata

B Accounlabilty Dalam Tahep Reparting

Deskripsl Stallstlk
Responsibllity Dalam Tahap Reporiing

e R aTamater A5t | SRS NI RIS ey bV Al ld Borcent!

Mean 5.00

Min/mum 2.00

Maksimum 7,00

S Deviasi 1,32

5.00 - 7.00 Sangal baik 31.25

5.00 - 5.99 Baik 5000

4.00 - 4.59 Cukup 12,50
< 4,00 Kurang 5,25

Totiat 100,00

frekuens)

Responsibllity Dalam Tahap Reporiing

800 - 7.00

500 - 599  4.00 - 459 <4.00 f
vkala

OResponsibiity Dalar Tahap Reporting i
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Lampiran 5

Independonce Dalam Tahap Roporting

Deskripsi Statlstlk
Independence Dalam Tahap Reporiing

- riParamaters 5| SAARATENITa) Zaeeiat T ValldiPércent” =
Mean 4,13 g
Minimum 2,00 'E
Maksimum 7.00 =
SL Deviasi 1,45
§.00 - 7.00 Sangat baik 12.50
5.00 - 5.99 Baik 31,25 000 1 =z
4.00 - 4.99 Cukup 25,00 800 . 700 500-589 400 . 488 < 4.00
< 4.00 Kurang .25 akaln
Total 100,00 . o
. ’7 Bindependenca Dalam Tahap Reporting '
_] Falmess Dalam Tahap Repaning
Deskrips] Statistik
Falress Dalam Tahap Reporiing
iR : b
Mean 3.94 8
Minimum 2,00 -‘E
Maksimum £5.00 =
Si Devigs! 1,29
8,00 - 7.00 Sangat baik 12.50
5.00 - 598 Bak 25,00 : :
4.00 - 4.99 Cukup 18,75 800 -7.00 500 - 588 400 - 499 <4.00
<4.00 Kurang 43,75 : skala
Total 100,00 : ‘a9 - - &

i B Faimess Dalam Tahap Reporling
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